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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global di dunia, termasuk Indonesia. Untuk
mengentaskan kemiskinan di Indonesia diperlukan perangkat lain seperti Human
Development Index (HDI) karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat
harusnya mengarah pada pengurangan kemiskinan. Namun, di Indonesia
pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki pola yang tidak diikuti dengan

pengurangan kemiskinan (un pro-poor atau inklusif). (Sri, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020 menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Konsep
pengukuran tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS, antara lain: Garis
Kemiskinan (GK) yang diukur melalui rata-rata pengeluaran perkapita penduduk
per bulan harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari, dan
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang diukur melalui pemenuhan

kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
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Paket komoditi kebutuhan dasar makanan dalam hal ini diwakili oleh 52 jenis

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-
kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) sedangkan Garis Kemiskinan Non-
Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan. paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis
komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Menelaah lebih
mendalam mengenai faktor penyebab kemiskinan dapatmemberikan arah yang jelas

dalam penetapan sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan.

Setiap daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan.
Hampir semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah daerah ditujukan
untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Salah satunya adalah Provinsi
Jawa Timur yang menjadi Provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk
miskin sebanyak 4.572,72 (ribu jiwa), kemudian disusul dengan Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori tiga besar Provinsi

Termiskin di Indonesia.
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Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
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Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan
Indonesia, 2001-2020
Sumber: BPS data diolah 2021

Berdasarkan gambar terlihat bawasannya jumlah penduduk miskin diperdesaan
lebih tinggi daripada di perkotaan hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan
jumlah penduduk dan upah yang diterima, serta ketersediaan sarana- prasarana
lainnya yang ada di perdesaan. Lebih lanjut, berikut adalah tabel kedalaman dan

keparahan kemiskinan di Indonesia.
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Tabel 1. 1 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinana di Perkotaan dan
Perdesaan Indonesia 2001-2020

o Wilayah
Indeks Keparahan Kemiskinan
Perdesaan Perkotaan Total
2001 1.36 0.45 0.97
2002 0.85 0.71 0.79
2003 0.93 0.74 0.85
2004 0.90 0.58 0.78
2005 0.89 0.60 0.76
2006 1.22 0.77 1.00
2007 1.09 0.57 0.84
2008 0.95 0.56 0.76
2009 0.82 0.52 0.68
2010 0.75 0.40 0.58
2011 0.68 0.39 0.53
2012 0.61 0.36 0.48
2013 0.60 0.37 0.48
2014 0.57 0.31 0.44
2015 0.67 0.36 0.51
2016 0.59 0.29 0.44
2017 0.65 0.30 0.46
2018 0.62 0.25 0.41
2019 0.53 0.23 0.36
2020 0.68 0.31 0.47
L Wilayah
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Perdesaan Perkotaan Total
2001 4.68 1.74 3.42
2002 3.34 2.59 3.01
2003 3.53 2.55 3.13
2004 3.43 2.18 2.89
2005 3.34 2.05 2.78
2006 4.22 2.61 3.43
2007 3.78 2.15 2.99
2008 3.42 2.07 2.77
2009 3.05 1.91 2.50
2010 2.80 157 2.21
2011 2.61 1.48 2.05
2012 2.42 1.38 1.90
2013 2.37 141 1.89
2014 2.25 1.25 1.75
2015 2.40 1.29 1.84
2016 2.32 121 1.74
2017 243 1.24 1.79
2018 2.32 1.08 1.63
2019 211 1.02 1.50
2020 2.39 1.26 1.75
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Berdasarkan tabel keparahan dan kedalaman kemiskinan di atas telihat

bahwasannya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di
perkotaan/perdesaan di Indonesia tidak terlalu parah namun tetap perlu dilakukan

kontrol pada setiap variabel laten yang mempengaruhi besaran tingkat kemiskinan.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskinbaik
secara global di indonesia maupun secara mikro per provinsi sudah banyak
dilakukan. Fajriyah dan Rahayu (2016:Vol.5,No.1) melakukan analisa pemodelan
faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
dengan regresi data panel mengemukakan bahwasannya variabel prediktor yang
signifikan antara lain: melek huruf, partisipasi angkatan kerja, penduduk yang
bekerja di sektor pertanian, serta PDRB per kapita. Sementara itu, variabel
prediktor yang sama-sama tidak berpengaruh pada variabel respon adalah penduduk
tanpa akses kesehatan. Lebih lanjut, penelitian terkait pemodelan kemiskinan
dilakukan oleh Zahdiyaty dan Kaluge (2017:27-31) dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan

tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan.

Berbeda, dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinta, 2020) menunjukkan
bahwa pendidikan, pendidikan di pedesaan, dan pengangguran mempengaruhi
tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, pendidikan di
perkotaan, pengangguran di perkotaan dan pengangguran di perdesaan tidak

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
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TEORI DAN KONSEP

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Definisi Kemiskinan
Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa

dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini
berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat
dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan

hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu
integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2)
ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of
emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik
secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup
dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain,
seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum,
kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi

kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.
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Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: (1)

kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak
cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan
yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi
miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh
masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3)kemiskinan
kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang
disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan daripihak luar;
(4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karenarendahnya akses
terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial
politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali

menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.2 Ukuran-Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) tingkat kemiskinan didasarkan
pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari
(dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang
berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makan (dari 45 jenis komoditi makanan
sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan
perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis
kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran

penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan.
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Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam

kondisi miskin. Menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005), tingkat kemiskinan
didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan
jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan

dan perkotaan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanl (BKKBN, 2010) mengukur

kemiskinan berdasarkan dua kriteria, yaitu :

a) Kiriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga tidak mempunyai
kemampuan untuk menjalankan agama dengan baik, minimum makan dua
kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai
rumah bersemen minimal 80%, dan berobat ke puskesmas bila sakit.

b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), vyaitu keluarga yang tidak
berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal
satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per
tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter persegi per anggota keluarga, tidak
ada keluarga umur 10 tahun samapai 60 tahun yang buta huruf,semua
anak yang berusia 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga
memiliki pengahasilan yang tetap atau rutin, dan tidak ada yang sakit dalam
tiga bulan.

Selain itu, model pembangunan manusia dari UNDP juga digunakan sebagai
ukuran kemiskinan di Indonesia. Secara berkala setiap tiga tahun sejak tahun 1991
mempublikasikan Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development
Report (HDR). Pendekatan pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan-

pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber
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daya manusia dan pembangunan Kkesejahteraan masyarakat. Pendekatan

pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB)
daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pendekatan pembangunan sumber
daya manusia menjadikan manusia sebagai faktor input dalam proses produksi,
sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada sebagai tujuan. Dalam konsep
pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan
sebagai alat untuk mencapai tujuan.HDR berisi penjelasan tentangempat indeks
yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI),
Indeks Pembangunan Gender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan
Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI). Di Indonesia, HDR
menggunakan data BPS, terutama data Susenas, sehingga memiliki unit survei yang
sama dengan BPS yaitu rumah tangga.

Tabel 2. 1 Jenis Indeks dan Indikator Kemiskinan
Jenis Indeks Indikator

HDI ¢ Tingkat harapan hidup
o Tingkat melek hidup orang dewasa
« Rata-rata lama bersekolah
« Tingkat daya beli per kapita

HPI e Kelahiran yang tidak dapat bertahan
sampai usia 40 tahun

e Tingkat buta huruf orang dewasa
e Presentase penduduk yang tidak memiliki
akses pada air yang aman untuk digunakan

e Presentase penduduk yang tidak memiliki akses pada
fasilitas kesehatan

GDI e Tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan
e Tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan
perempuan
¢ Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan
e Perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan

GEM e Presentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan
Sumber: Cahyat (2004)
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2.1.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2006) sebagai berikut :

1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola
kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan
timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah
terbatas dan kualitas nya rendah.

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena
kualitas sumber daya manusia yang rendah berate produktivitasnya juga
akan rendah, upahnya nya pun rendah.

3) Kemiskinan muncul karena adanya akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan kemiskinan
(vicious circle of poverty). Rendahnya produktivitas mengakibatkan
rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan
berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, redahnya investasi
akan berakibat pada keterbelakangandan seterusnya.

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000)yang
mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (a poor country is poor
because it is poor). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan
kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja
disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh
hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini
Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara

miskin” (A country is poor because is poor).

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|10



Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-

keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap teciptanya pembentukan
modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat

tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal.

Kedua faktor itu di Negara berkembang tidak memungkinkan dilaksanakannya
tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat
dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negaran berkembang
mencapai pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan
permintaan modal. Dari segi penawaran modal ingkaran setan kemiskinan dapat
dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat redah yang diakibatkan
oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat
untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi
kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap
rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan. Dari segi permintaan modal, corak
lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di
Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah
karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh
pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah
disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukan oleh pembentukan modal yang
terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang.
Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang

untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.
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METODE PEMODELAN KEMISKINAN

GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION(GWR)

Model GWR adalah pengembangan dari model regresi dimana setiap
parameter dihitung pada setiap lokasi pengamatan, sehingga setiap lokasi
pengamatan mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda. Model GWR
merupakan pengembangan dari model regresi global dimana ide dasarnya diambil
dari regresi non parametrik. Variabel respon Y dalam model GWR diprediksi
dengan variabel prediktor yang masing-masing koefisien regresinya bergantung

pada lokasi dimana data tersebut diamati. Model GWR dapat ditulis sebagaiberikut

yi = po (ui, vi) + 2’k=1 Bk (Ui, Vi) Xik + €i

Keterangan :
Yi = Nilai observasi variabel respon untuk lokasi ke-1

(ui, vi) = Koordinat letak geografis (longitude, latitude) dari lokasi

pengamatan ke-j

Bk(ui, vi) = Koefisien regresi variabel prediktor ke-k pada lokasi

pengamatan ke-i

Xk = Nilai observasi variabel prekditor ke- k pada lokasi pengamatan ke-j
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& = error pengamatan ke-; dengan € ~ 1IDN (0, 6?)

Perbandingan model GWR dengan model regresi linier berganda bertujuan
untuk mengetahui apakah model GWR atau model regresi linier berganda yang
sesuai dalam memodelkan presentase penduduk miskin di Indonesia. Untuk
melihat model yang terbaik dapat dilakukan dengan melihat nilai jumlah kuadrat
galat terkecil, nilai R2yang terbedar dan nilai Akaike Information Criterion (AIC)
yang terkecil (Fotheringham et al. 2002). Perhitungan nilai AIC untuk model

GWR dapat dituliskan sebagai berikut (Fotheringham et al. 2002):

= 2(6) + nIn(2m) + n + tr(S)

dimana:
/s =3.14
n = Banyak Sampel
¢ =VOTa-8TU-S)y)/
n
S = ([ XTW (wi, v) X]IXTW (wi, v1))

(wi, vi) = matriks pembobot wilayah amatan ke-i berukuran (n x n)

p  =jumlah variabel penjelas

Bandwidth diartikan sebagai radius dari titik lokasi pusat sebagai
acuan dalam penentuan bobot setiap wilayah untuk model regresi. Ketika
pengamatan masih dalam radius artinya model pada lokasi tersebut masih
dianggap memiliki pengaruh, maka model dapat diberi bobot. Untuk
menghindari heterogen dari varian, haruslah nilai bandwidth optimum.
Menurut (Fortheringham dkk. 2002) terdapat beberapa metode penentuan

bandwith optimum salah satunya yaitu metode Cross Validation (CV).
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Berikut persamaan CV secara matematis :

CV=32 byi- 31 ()Y

dimana %: merupakan penduga y: dimana lokasi penngamatan (w:, v:i)
dihilangkan dari proses estimasi guna mendapat radius yang optimal,sehingga

mendapat CV minimum.

Pembobot GWR
Analisis model yang memperhatikan aspek spasial memerlukam pembobotan

dalam perhitungannya.Hubungan kedekatan (neighboring) antarlokasipengamatan
dinyatakan dalam bentuk matriks pembobot Wi; (Bekti 2012). Elemen pada matriks
berisi Wi; yang menyatakan kedekatan lokasi i denganlokasi j. Jika bobotnya
semakin besar maka lebih berpengaruh. Sedangkan pembobot dengan fungsi kernel
mampu memberikan bandwidth optimum dimana nilainya sesuai dengan keadaan

data. matriks pembobot berdasarkan fungsi karnel Gaussian yang diperoleh sebagali

berikut:
w _ _1 dyg |
L, 1) = exp(— —|
- )
2 2,452475
~ (-1
11=1
2 2452475

Setelah didapat hasil pembobot, maka dapat dilihat nilai pembobot setiap

lokasidalam bentuk matriks sebagai berikut :
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wyg Wiz Wis v Wigs

1

; Woy W2z Wag v Waozg
W= |
I wgy Wiz Wi e Wigs |
I : : I
[Wag1 Wiasz Waiss . Wagzg

Dengan mensubtitusikan hasil nilai pembobot (w) pada lampiran 5

diperolehmatriks W secara keseluruhan sebagai berikut:

1 0,68154395 0,02193570  2,66175180]
| | 0,68154395 1 0,21615939 4, 49076794 |
W =10,02193570 0,12615939 1 2, 36093345]
_ |
|2,66175180 4,49076794 2,36093345 - 1

Setelah didapatkan pembobot maka akan dilanjutkan menguji paramater
untuk setiap wilayah.

Pengujian Kesesuain dan Paarmeter Model GWR

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah GWR sudah tepat
digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho s (ui, vi) = Bp, p=123dani =12, ... ,34 (tidak ada pengaruh faktor
geografis pada PDRB di Indonesia)
Hi: ada Bp(wi, vi) # Bp: p = 1,23 dan i = 1,2, ... ,34 (ada pengaruh faktor
geografis pada PDRB di Indonesia)
Kriteria uji
Tolak Ho jika Frit > Fa:1,df?2
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Uji parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial

yang digunakan untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR setiap
provinsi di Indonesia dengan hipotesisnya adalah:

HO: (ui, vi) = 0 (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap
PDRB)

H1: (ui, vi) # 0 dengan j = 0,1,2,3dani=1,2, ... ,34 (ada pengaruh signifikan
dari variabel prediktor terhadap PDRB). Satu parameter dikatakansignifikan jika
nilai [Thit| > ta/2db dengan o = 5%

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pemodelan kemiskinan

dengan Metode GWR ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan variabel prediktor dan variabel respon
2. Melakukan pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR),
a) Melakukan perbandingan antara model Global Regression dengan
model GWR
b) Menentukan bandwidth optimum menggunakan metode cross
validation
¢) Menghitung matriks pembobot dengan menggunakan fungsi kernel
Fixed Gausssian
d) Melakukan pengujian kesesuaian model GWR menggunakan uji F
e) Melakukan pengujian parameter model GWR menggunakan uji T
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah presentase
penduduk miskin.

4. Menginterpretasikan model yang diperoleh.
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PENDUDUK MISKIN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

DI INDONESIA

4.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun 2010-2020

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan diantaranya adalah
melihat besaran persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin
memberikan indikasi besarnya kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah.
Penduduk miskin sebagai anggota rumah tangga miskin, rumah tangga miskin
adalah rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis
kemiskan (BPS, 2020).

Kemiskinan dianggap sebagai tidak mampunya seseorang ataupunsekelompok
dalam mencukupi kebutuhan standar hidupnya dan ketidakmampuan untuk
memperoleh pendapatan guna mencukupi kebutuhan dasarnya (Murtala, 2020).
Berikut pada Gambar 7.1 dan 7.2 kondisi perkembangan persentase penduduk

miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan Indonesia.
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Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di
wilayah perdesaan Indonesia pada tahun 2010-2020 yang memiliki angka
bervariatif. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar rata-rata Provinsi di wilayah
perdesaan memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dengan nilai rasio
lebih dari 10 persen (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Gambar menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di setiap
Provinsi wilayah perdesaan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari tahun
2010-2020 masih belum stabil. Jika diperhatikan dari Gambar di atas bahwa di
tahun 2015-2020 persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung
mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 rata-rata penduduk miskin
di perdesaan sebesar 13.49 persen turun menjadi 13.15 persen di tahun 2016 dan
kembali turun di tahun 2017 sebesar 12.98 persen dan 12.40 persen di tahun 2018

menjadi 12.03 persen di tahun 2019 dan 2020.
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Persentase penduduk miskin yang menurun di topang oleh berbagai kebijakan

bantuan sosial seperti adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat
(KIS) serta bantuan tunai lainnya. Persentase penduduk miskin yang tinggi harus
ditekan agar masyarakat terbebas dari jerat kemiskinan dan kesejahteraan
masyarakat menjadi meningkat.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif apabila indikasi
persentase penduduk miskin menunjukkan angka penurunan setiap tahunnya,
pendapatan naik serta tingkat daya beli masyarakat yang tinggi. Berhasilnya dalam
menanggulangi kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari satu sektor saja akan
tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor yang menunjang dalam

pembangunan ekonomi (Harya, 2019).

010 2011 2012 2013 2014 2015|2016 2017 2018 2019|202

2

RAL’S?:TA 9.54 9.00 8.70 836 7.91 8.06 7.81 7.67 7.30 7.08 7.14

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)
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Berdasarkan Gambar 4.2, ditengah upaya Pemerintah kota menekan angka

kemiskinan, ternyata efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi kemiskinan di
Indonesia saat ini. Terimbas efek pendemi Covid mulai tahun 2020, tren negatif
penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia terhenti, dan diprediksi akan terus
meningkat. Menurut Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies
(IDEAS) memproyeksikan dengan skenario pesimistis bahwa tingkat kemiskinan
pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta
penduduk miskin. Hal tersebut dipicu dari melemahnya anggaran perlindungan
sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi
secara ekonomi.

Tentunya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan
disuatu negara salah satunya adalah masalah pengangguran. Sama seperti
kemiskinan, masalah pengangguran juga merupakan masalah universal yang
bahkan terjadi dinegara maju dan makmur sekalipun. Menurut Todaro (2000),
sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling
miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman.
Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan
pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat
memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur karna jenis pekerjaan
tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target

finansial maupun standar gengsi.
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4.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Indonesia

Tahun 2010-2020

Poses pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih mengalami kesenjangan
kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah yang ada di daerah pedesaan atau
perbatasan memiliki kualitas yang lebih rendah serta jumlah pendaftar yang lebih
sedikit dibandingkan sekolah yang ada di tengah kota.

UU 45 mengamanatkan kepada negara agar setiap warga negara Indonesia
mendapatkan pendidikan yang layak, setidaknya setiap penduduk Indonesia
mendapat pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun, mulai tingkat dasar atau
Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat menengah atas atau Sekolah Menengah
Atas (SMA), dan saat ini dengan perkembangan kebutuhan manusia akan
pendidikan, pendidikan dimulai semenjak usia dini atau Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).

Amanat UU 45 ini berdasarkan pada kemajuan bangsa salah satunya yang
terpenting adalah pendidikan, dan pendidikan merupakan modal utama untuk
kemajuan suatu bangsa, sehingga pemerataan pendidikan menjadi salah satu
indikator keberhasilan pendidikan nasional (Ru’ung, 2021).

Namun sayangnya kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di
berbagai hal seperti sarana prasarana, sumber daya tenaga pendidik sampai dengan
kesempatan memperoleh pendidikan, utamanya disebabkan demografi.Kesempatan
memperoleh pendidikan antara mereka yang tinggal di kota dengan yang di Desa
terutama yang berada daerah terpencil akan sangat terlihat, anak- anak di kota-kota

besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan dengan

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|21



fasilitas yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding
anak-anak di wilayah pedesaan (Ru’ung, 2021). Berikut dijelaskanperkembangan

angka partipasi murni SMA/MA di wilayah Perdesaan dan Perkotaan Indonesia.

RATA-RATA
DESA

Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan angka partisipasi
murni SMA/MA di wilayah perdesaan beragam. Pada tahun 2017 merupakan tahun
dengan tingkat angka partisipasi murni SMA/MA tertinggi di wilayah perdesaan
Indonesia yaitu sebesar 61.77 persen. Sedangkan angka partisipasi murni SMA/MA
di wilayah perdesaan Indonesia terendah terjadi pada tahun 2010sebesar 44.96
persen.

Kebijakan pemerataan kualitas pendidikan difokuskan untuk memberikan

kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan
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masyarakat yang heterogen baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal

dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan cara memperluas
daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah (Maulida, 2021).

Pada tahun ajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menerapkan kebijakan pendidikan menengah universal (PMU)
atau yang disebut dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Tepatnya pada tanggal
25 Juni 2013, program tersebut telah diresmikan oleh Mendikbud Subijanto (2014),
program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar semua peserta didik
mendapatkan akses layanan pendidikan sampai lulus pendidikan tingkat menengah,
yang mencakup pendidikan umum dan kejuruan. Hal ini didukungoleh
keberhasilan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2011. Sekalipun demikian,
program wajib belajar 9 tahun perlu dilanjutkan agar seluruh anak usia pendidikan
dasar di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikannya sampai SMP atau yang
sederajat (Maulida, 2021).

Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka diharapkan pada tahun
2021 akan tercapai angka partisipasi Murni SMA/MA 97% pada jumlah penduduk
di wilayah perdesaan yang berusia 15-18 tahun, minimal lulus hingga jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK/MAK, atau sederajat. Oleh karena itu menjadi
kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan wajib belajar 12
Tahun (Sampai Tingkat SMA) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh

pemerintah (Maulida, 2021).
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Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan wajib belajar

terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal cukup banyak yaitu angka putus
sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan
prasarana belum memadai serta infrastruktur untuk kemudahan akses dalam
mengikuti pendidikan masih sangat kurang, anggaran dana dan lain sebagainya.

A.A. Tilaar mengatakan perlu mendapat perhatian khusus mengenai
keterjangkauan (accessability) pendidikan meskipun wajib belajar tersebut
merupakan tanpa biaya alias gratis, tetapi kebanyakan orang tua terutama di negara-
negara yang berkembang menghalang-halangi masuknya anak-anak di sekolah
karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki, jumlah tanggungan keluarga, jarak
tempat tinggal dengan sekolah yang jauh serta akses yang sulit, latar belakang
pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan.

Hakim L (2016), mengatakan bahwa penyebab dari dampak putus sekolah
yaitu mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran, merupakan tenaga kerja
yang tidak terlatih, anak putus sekolah sering mengganggu keamanan serta anak
yang putus sekolah cenderung menjadi subjek dan objek kriminalitas seperti

tawuran dan perkelahian.
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Gambar 4.4 Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Wilayah Perkotaan
Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa perkembangan angka partisipasi
murni SMA/MA di wilayah perkotaan berbeda-beda. Pada tahun 2017 merupakan
tahun dengan tingkat angka partisipasi murni SMA/MA tertinggi di wilayah
perkotaan Indonesia yaitu sebesar 69.50 persen. Sedangkan angka partisipasi murni
SMA/MA di wilayah perkotaan Indonesia terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar
55.73 persen.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka
menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat
program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan

bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Ketersediaan anggaran biaya sangat

mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan.
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Ketentuan anggaran pendidikan tertuang pada UU nomor 20 tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana
pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam pendidikan selain gaji pendidik
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Syafii (2018) menyatakan bahwa realitanya daerah-daerah belum mampu
merealisasikan penganggaran tersebut. Hanya ada satu daerah yang telah mampu
melakukan penganggaran sebanyak minimal 20% tersebut yaitu Jakarta. Harus
diakui bahwa upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal.
Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah
masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup
kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP.
Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR
12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah perlu membuat strategi untuk memberikan layanan
dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang
bermutu bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Menurut Cheng
& Cheung (2015) manajemen berbasis sekolah juga diperlukan bertujuan untuk
meningkatkan praktik sekolah dalam implementasi program wajib belajar dan
meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut tidak cukup jika hanya melibatkan

desentralisasi kekuasaan yang sederhana dari otoritaspusat ke tingkat lokasi.
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4.3 Perkembangan Belanja Modal di Indonesia Tahun 2010-2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal
merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan prasarana bagi
kebutuhan publik berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja
bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset
lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.

Sebagaimana yang dimaksud di atas belanja modal merupakan biaya
pengeluaran untuk membangun infrastruktur publik yang berguna dalam
kepentingan publik dan pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya belanja
modal di wilayah perdesaan terus mengalami penurunan dibandingkan dengan
belanja modal di wilayah perkotaan.

Dengan belanja modal yang menurun menunjukan bahwa belanja yang ada
tidak memadai dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan jika dilihat dari
sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menjadikan investor swasta nasional
maupun investor asing memilih untuk tidak berinvestasi di daerah serta berpotensi
menimbulkan kerugian publik. Berikut dijelaskan data mengenai realisasi belanja
modal tahun 2010-2020 pada pemerintah provinsi di wilyah perdesaan dan

perkotaan Indonesia.
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010 2011 2012 2013 2014 2015|2016 2017 2018|2019 2020

RALAIE_::TA 22.53|24.32/24.92 25.87/25.5924.30 24.5821.66/20.60/20.57|19.05

Gambar 4.5 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Perdesaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.5 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal
pada pemerintah provinsi di wilayah perdesaan Indonesia tahun 2010-2020.
Realisasi belanja modal pada tahun 2010-2020 pada 34 provinsi di wilayah
perdesaan memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 rata-rata
realisasi belanja modal sebesar 20.57 persen, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata
realisasi belanja modal hanya sebesar 19.05 persen. Hal ini membuat rata-rata
realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.52 persen dari tahun
sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari
pemerintah yang mengubah skema proyek dari single year menjadi multiyears yang

disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal.
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RATA-RATA
KOTA

18.68/18.5019.67/22.12/20.7221.08|23.95 23.16 21.20 21.63 20.05

Gambar 4.6 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Perkotaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.6 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal
pada pemerintah provinsi di wilayah perkotaan Indonesia tahun 2010-2020.
Realisasi belanja modal pada tahun 2010-2020 pada 34 provinsi di wilayah
perkotaan memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 rata-rata
realisasi belanja modal sebesar 21.63 persen, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata
realisasi belanja modal hanya sebesar 20.05 persen. Hal ini membuat rata-rata
realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.58 persen dari tahun
sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari
pemerintah yang mengubah skema proyek dari single year menjadi multiyears yang
disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal. Dengan demikian perubahan
skema proyek tersebut membuat belanja modal baik di wilayah perdesaan maupun
perkotaan menjadi menurun yang disebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 di
Indonesia, sehingga pemerintah pengelolaan anggaran mengeluarkan Peraturan

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ]
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dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April mengenai refocusing kegiatan dan

alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Terjadinya refocusing yang
mengharuskan pemerintah merubah alokasi anggaran yang ada baik di pusat
maupun di daerah. Dengan perubahan tersebut membuat adanya pemangkasan

sekurang- kurangnya 50 persen dari anggaran seharusnya (Rahayu, 2021).

4.4 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2010-2020

Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan
taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk
menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Adapun
Bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, dan asset tetap lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap
tahun anggaran tetapi diberikan secara selektif dan mempunyai kejelasan
peruntukkan bagi penggunaannya. Dalam penganggarannya, bantuan sosial
dianggarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang telah tercantum dalam
keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarannya

pada saat penyusunan APBD.
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Pengalokasian belanja bantuan sosial kedalam anggaran Pemerintah

Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan
sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang tidak
hanya mencakup aspek pendapatan dan konsumsi, tetapi juga aspek sosial dan
lingkungan . Oleh karena itu, pengalokasian belanja bantuan sosial pada anggaran
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia ekspektasinya adalah untuk penurunan
angka kemiskinan (Agung, 2014). Berikut ini dapat dilihat perkembangan belanja
bantuan sosial di wilayah perdesaan dan perkotaan Indonesia tahun 2010-2020 pada

Gambar 4.7 dan 4.8 di bawah ini.

RATA-RATA
DESA

210 1.85 1.03 0.96 0.87|0.69| 0.45| 0.45| 0.50| 0.52 | 0.59

Gambar 4.7 Belanja Bantuan Sosial di Wilayah Perdesaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa belanja bantuan sosial di wilayah
perdesaan seluruh Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2020 terus mengalami
fluktuatif. Perkembangan belanja bantuan sosial tertinggi yakni tahun 2010 sebesar
2.10 persen. Tingginya perkembangan belanja bantuan sosial pada tahun 2010
karena ditinjau dari sudut realisasi anggaran jika anggaran belanja bantuan sosial

berubah maka untuk kondisi sosial masyarakat baik dari segi
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pendapatan, konsumsi dan sosial juga akan mengalami perubahan. Sementara itu
rata-rata belanja bantuan sosial terendah yakni terjadi pada tahun 2016 dan 2017
yaitu sebesar 0.45 persen, hal ini karena pada tahun tersebut realisasi anggaran lebih

kecil dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.

0112012 2013|2014 | 2015| 2016|2017 | 2018 | 2019 | 2020

RATA-RATA

2.15/1.97|0.82| 0.66| 0.60| 0.52| 0.32| 0.35| 0.59| 0.59 | 1.64
KOTA

Gambar 4.8 Belanja Bantuan Sosial di Wilayah Perkotaan Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar5.8 dapat dilihat bahwa belanja bantuan sosial di
wilayah perkotaan seluruh Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2020 terus
mengalami fluktuatif. Perkembangan belanja bantuan sosial tertinggi yakni tahun
2010 sebesar 2.15 persen. Tingginya perkembangan belanja bantuan sosial pada
tahun 2010 karena ditinjau dari sudut realisasi anggaran jika anggaran belanja
bantuan sosial berubah maka untuk kondisi sosial masyarakat baik dari segi
pendapatan, konsumsi dan sosial juga akan mengalami perubahan. Sementara itu
rata-rata belanja bantuan sosial terendah yakni terjadi pada tahun 2016 yaitusebesar
0.32 persen, hal ini karena pada tahun tersebut realisasi anggaran lebih kecil

dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.
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Pemerintah seharusnya dengan anggaran yang ada dapat melakukan belanja

bantuan sosial harus tepat dan akutanbel. Selain itu juga dalam penyaluran bantuan
sosial seharusnya pemerintah melakukan secara selektif kepada para penerima
bantuan yang memenuhi kriteria risiko sosial. Belanja bantuan sosial ini dilakukan
untuk menanganani resiko sosial ditujukan kepada orang miskin atau tidak mampu,
selain penyerahan secara langsung, pemerintah dapat melakuknya dengan
diserahkan melalui kelompok atau lembaga pemerintah maupun bukan lembaga

pemerintah. Sehingga pada penyaluran belanja bantuan sosial tidak terjadi kendala.

4.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun
2010-2020
Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam

mengembangkan perekonomiannya adalah masalah ketenagakerjaan. Apalagi
setelah mengalami krisis multifaset yang menjerumuskan negara Indonesia ke
dalam kemerosotan ekonomi, politik, moral dan sosial. Masalah dengan
perkembangan pasar tenaga kerja adalah tingginya pengangguran dan setengah
pengangguran karena banyak bidang usaha ditutup karena kebangkrutan. Selain itu,
kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, seperti kurangnya
perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Indonesia di
luar negeri. Pengangguran berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan
kesempatan kerja. Jika kedua hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul
berbagai dampak negatif baik terhadap stabilitas ekonomi maupun sosial dan politik

(Rizky, 2022).
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018 201

RATDAESR:TA 5.89 | 6.16 | 5.10 4.72 4.655.17 0.00 4.36 4.07 4.06 4.91

Gambar 4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perdesaan
Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.9 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah
perdesaan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011-2014 tingkat pengangguran
terbuka mengalami penurunan 1.51 persen menjadi 4.65 persen di athun 2014.
Sedangkan pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar
0.52 persen, menjadi 5.17 persen di tahun 2015. Untuk tahun 2016 data tingkat
pengangguran tidak tersedia oleh sakernas dikarenakan sampel data tidak ada.
Setelah itu pada tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran
terbuka sebesar 0.85 persen menjadi 4.91 persen jumlah tingkat pengangguran
terbuka di tahun 2020.

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar
6.16 persen. Kondisi seperti ini disebbakan kurangnya lapangan pekerjaan bagi

penduduk di wilayah perdesaan Indonesia dan kurang terserapnya tenaga kerja
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penduduk di beberapa perusahaan wilayah perdesaan di Indonesia. Kondisi seperti
ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat meningkatan ketenagakerjaan
di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memperbanyak
lapangan pekerjaan agar dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal di wilayah

perdesaan Indonesia (Firman, 2022).

2010 2011 2012 | 2013 2014 2015/ 2016 2017 2018 2019 202

RAT(’B’$:TA 9.96 9.67 8.18 7.28 7.72 8.46 0.0 7.50 6.93 6.67 8.45

0

Gambar 4.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perkotaan
Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)
Berdasarkan Gambar 4.10 di atas, tingkat pengangguran terbuka di wilayah

perkotaan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 tingkat
pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 2.68 persen menjadi 7.28
persen pada tahun 2013 dari 9.96 persen di athun 2010. Namun pada tahun 2014-
2015 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0.74 persen
menjadi 8.46 persen pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 data tingkat pengangguran

tidak tersedia oleh sakernas dikarenakan sampel data tidak ada.
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Pada tahun 2017-2019 tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali

sebesar 0.83 persen menjadi 6.67 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun
2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan kembali sebesar 1.78
persen menjadi 8.45 persen di tahun 2020.

Pengangguran mnjadi masalah makro ekonomi yang mempengaruhi
kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan
suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak
mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan
dalam perdebatan poltik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa
kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan

(Nurjanah, 2022).

4.6 Perkembangan Pertumbuhan Produk Regional Bruto Menurut Atas
Harga Dasar Konstan di Indonesia Tahun 2010-2020

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat
kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya
perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik.
Gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan
kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka
semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah
yang diterima oleh para pekerja yang pada akhirnya menurunkan tingkat

kemiskinan (Rosita, 2022)
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RATA-RATA

DESA 6.476.62|6.06/5.98 5.11/5.02|5.06/5.13/4.92/4.89| -0.4

Gambar 4.11 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perdesaan
Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.11 bahwa Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di
wilayah perdesaan 10 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perdesaan mengalami
peningkatan, ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tahun
2011 sebesar 6.62 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2010
sebesar 6.47 persen, Begitu pula dengan pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada
tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami penurunan selama bertutut-turut hingga

mencapai angka negatif pada tahun 2020 sebesar 0.42 persen.
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Dari data diatas bahwa segala kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang

diambil dalam penanggulangan kemiskin berjalan belum sesuai ekspektasi.
Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang
masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan
ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi
kebutuhanya atau belum berpenghasilan (Himawan, 2016).

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan, namun masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan
semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat serta munculnya
berbagai permasalahan sosial yang mendasar. Mengingat jumlah penduduk yang
terus bertambah yang berarti kebutuhan ekonomi pun akan bertambah, maka
dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Penambahan pendapatan tersebut
diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan
tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan,
walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidakakan berarti
bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan

pendapatan (Pakri, 2022).
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010 2011 2012|2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RATA-RATA

KOTA 9.96 9.67 8.18 7.28 |7.72 | 8.46 8.00 7.50 6.93 |6.67  8.45

Gambar 4. 12 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perkotaan
Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Gambar di atas bahwa Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di
wilayah perkotaan Indonesia mengalami fluktuatif yang beragam. Pencapaian
terbaik dalam menekan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2010 yang mencapai
9.96 persen. Sementara angka Pertumbuhan PDDRB Menurut ADHK terendah di
wilayah perkotaan Indonesia terjadi pada tahun 2019 yaitu 6.67 persen. Secara
umum Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perkotaan Indonesia

memiliki tren yang fluktuatif selama periode 2010 hingga tahun 2020.
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KONDISI KEMISKINAN DESA DAN KOTA
DI INDONESIA (METODE GWR)

5.1 Hasil Perbandingan Model di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi
Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Tabel 5. 1 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010

Model Residual sum R squares

of squares
Global Regression 1.573.069.528 0.167127
GWR 743.400.116 0.597183

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares
sebesar 1.573.069.528 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar
0.167127. Artinya, sebanyak 16.713 model dipengaruhi oleh faktor di dalammodel,
dan sisanya sebanyak 83.287 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.
Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares
sebesar 743.400.116 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.597183.
Artinya 59.718 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya

sebanyak 40.282 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.
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Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien

determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.597183 > 0.167127) sehingga penggunaan model yang lebih
baik adalah model GWR. Setelah dilakukan perbandingan pada tahun 2010,
selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global
Regression dan GWR di wilayah Desa seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2015
seperti dijelaskan pada Tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5. 2 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015

Model Residual sum R squares
of squares
Global Regression 1.013.648.870 0.30662
GWR 539.978.544 0.630631

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares
sebesar 1.013.648.870 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar
0.30662. Artinya, sebanyak 30.662 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model,
dan sisanya sebanyak 69.338 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.
Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares
sebesar 539.978.544 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.630631.
Artinya 63.063 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya

sebanyak 36.937 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.
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Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien

determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.630631 > 0.30662) sehingga penggunaan model yang lebih baik
adalah model GWR dan jika dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya,
perbandingan yang dilakukan pada tahun 2015 jauh lebih baik. Hal ini bisa kita
perhatikan dari nilai R? yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 0.597183
menjadi 0.630631. Kemudian setelah didapat hasil R? di tahun 2015 maka
selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global
Regression dan GWR di wilayah Desa seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020
seperti dijelaskan pada Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5. 3 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020

Residual sum

Model R squares
of squares
Global Regression 697.990.095 0.38803
GWR 665.821.796 0.416234

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares
sebesar 697.990.095 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar 0.38803.
Artinya, sebanyak 38.803 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan

sisanya sebanyak 61.197 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.
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Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap

seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares
sebesar 665.821.796 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.416234.
Artinya 41.623 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya
sebanyak 58.377 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien
determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.416234 > 0.38803) sehingga penggunaan model yang lebih baik
adalah model GWR. Hasil perbandingan yang dilakukan pada tahun 2020 jauh
berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, dimana pada tahun 2015nilai
R? sudah berhasil mencapai angka 0.50, artinya semakin tinggi nilai R? maka
pengaruh model akan semakin baik karena bisa mendekati 100 persen. Namun,
setelah dilakukan perbandingan kembali pada tahun 2020 ternyata nilai R? yang di
hasilkan lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 5. 4 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010

Residual sum
Model of squares R squares
Global Regression 424.799.850 0.298534
GWR 330.758.666 0.453823

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotan terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di

perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 424.799.850 dan nilai
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Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar 0.298534. Artinya, sebanyak 29.853

model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 70.147
dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR
menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta
intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 330.758.666 dan nilai
Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.453823. Artinya 45.382 model
dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 54.617 dipengaruhi
oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien
determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.453823 > 0.298534) sehingga penggunaan model yang lebih
baik adalah model GWR. Setelah dilakukan perbandingan pada tahun 2010,
selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global
Regression dan GWR di wilayah Kota seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2015
seperti dijelaskan pada Tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5. 5 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015

Residual sum

Model of squares R squares
Global Regression 400.706.581 0.309841
GWR 368.462.413 0.365376

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotan terhadap

seluruh variabel beserta intersepnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di
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perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 400.706.581 dan nilai

Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar 0.309841. Artinya, sebanyak 30.984
model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 69.016
dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR
menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta
intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 368.462.413 dan nilai
Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.365376. Artinya 36.537 model
dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 63.463 dipengaruhi
oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien
determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.365376 > 0.309841) sehingga penggunaan model yang lebih
baik adalah model GWR dan jika dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya,
perbandingan yang dilakukan pada tahun 2015 jauh lebih menurun.

Hal ini bisa kita perhatikan dari nilai R? yang menurun dari tahun sebelumnya
yaitu dari 0.453823 menjadi 0.365376. Kemudian setelah didapat hasil R? di tahun
2015 maka selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan
metode Global Regression dan GWR di wilayah Kota seluruh Provinsi Indonesia

pada tahun 2020 seperti dijelaskan pada Tabel 5.6 di bawabhini.
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Tabel 5. 6 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression
dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Residual sum

Model of squares R squares
Global Regression 311.921.177 0.237737
GWR 265.179.369 0.351963

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa pada model Global regression
dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotan terhadap
seluruh variabel beserta intersepnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di
perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 311.921.177 dan nilai
Koefisien Determinasi (R Square) sebesaar 0.237737. Artinya, sebanyak 23.773
model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 76.227
dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR
menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta
intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 265.179.369 dan nilai
Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.351963. Artinya 35.196 model
dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 64.804 dipengaruhi

oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien
determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global
Regression yaitu (0.351963 > 0.237737) sehingga penggunaan model yang lebih
baik adalah model GWR. Hasil perbandingan yang dilakukan pada tahun 2020

semakin menurun dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, dimana pada tahun
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2015 nilai R? sebesar 0.36 persen. Namun, setelah dilakukan perbandingan kembali

pada tahun 2020 ternyata nilai R? yang di hasilkan lebih kecil jika dibandingkan
dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0.35 persen pada tahun 2020.

Dari penjelasan yang terjadi di wilayah perdesaan maupun di perkotaan maka
dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbandingan model yang telah dilakukan
mendapatkan hasil Koefisien Determinasi atau biasa kita kenal dengan sebutan R?
bahwa di wilayah perdesaan perbandingan model yang dihasilkan jauhlebih besar

jika dibandingkan dengan yang dilakukan di wilayah perkotaan.

5.2 Penentuan Bandwidth Selection di Wilayah Desa dan Kota Seluruh
Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Penentuan bandwidth yang akan digunakan pada model GWR dengan melihat

nilai Cross Validation (CV) yang paling minimum diantara fungsi pembobot.

Penentuan bandwidth minimum dilakukan dengan bantuan software GWR

(Geographically Weighted Regression). Fungsi pembobot yang digunakan yaitu

Fixed Kernel, untuk penentuan bandwidth tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.7

sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2010

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 54.680 11.217
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022
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Berdasarkan Tabel 5.7. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di

wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model

GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 11.217 dengan nilai minimum
kernel CV vyaitu 54.680. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh
model terbaik dilakukan sebanyak 18 kali perulangan. Setelah di dapat nilai iterasi
tahun 2010 selanjutnya dilakukan penentuan Bandwidth kembali pada tahun 2015

pada Tabel 5.8 di bawah ini.

Tabel 5. 8 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2015

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 39.968 10.289
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.8. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di
wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR,
didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 10.289 dengan nilai minimum kernel
CV yaitu 39.968. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model
terbaik dilakukan sebanyak 18 kali perulangan. Kemudian dilakukan penentuan

bandwidth kembali pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel 5.9 di bawah ini.

Tabel 5. 9 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di
Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 58.157 30.000
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022
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Berdasarkan Tabel 5.9. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di

wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model
GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum
kernel CV vyaitu 58.157. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh

model terbaik dilakukan sebanyak 26 kali perulangan.

Tabel 5. 10 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di
Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 24.098 30.000
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.10. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di
wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR,
didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30 dengan nilai minimum kernel CV

yaitu 24.098. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik

dilakukan sebanyak 31 kali perulangan.

Tabel 5. 11 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di
Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 18.788 30.000
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022
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Berdasarkan Tabel 5.11. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di

wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR,
didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum kernel
CV vyaitu 18.788 Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model

terbaik dilakukan sebanyak 22 kali perulangan.

Tabel 5. 12 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di
Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Fungsi Pembobot CV Minimum Bandwidth
Kernel Fixed Gaussian 22.132 30.000
Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.12. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di
wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR,
didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum kernel
CV yaitu 22.132 Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model

terbaik dilakukan sebanyak 29 kali perulangan.

5.3 Estimasi Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh
Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Tahap selanjutnya penaksiran parameter untuk mengamati hubungan antar variabel

respon dan variabel predictor berdasarkan nilai koefisien dengan metode weigted

least square (WLS) yang digunakan menaksir parameter.
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Tabel 5. 51 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa

Indonesia Tahun 2010

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept 8.667.246 12.090.591 14.774.689
BS -0.763391 0.47544 5.211.828
BM -0.129859 -0.020804 0.234186
APM SMA -0.007925 0.10382 0.218916
TPT -0.53203 -0.296539 0.042978
GPDRBADHK -0.741507 -0.46369 -0.089797

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.13. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
8.667.246 dan nilai maximum sebesar 14.774.689. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara
nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (uss3, v33) atau sampai provinsi Papua Barat.
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Tabel 5. 52 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa

Indonesia Tahun 2015

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept -8.167.946 17.069.283 56.140.367
BS -1.865.056 1.843.808 5.359.861
BM -0.753049 -0.174616 -0.093373
APM SMA -0.613 -0.01633 0.376344
TPT -0.417425 -0.052311 2.307.979
GPDRBADHK -0.142055 0.022799 0.255142

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.14. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
-8.167.946 dan nilai maximum sebesar 56.140.367. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara
nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (uss3, v33) atau sampai provinsi Papua Barat.
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Tabel 5. 53 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa

Indonesia Tahun 2020

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept 114.658.075  121.550.940 126.873.430
BS 0.54668 0.69146 0.956168
BM -0.020139 0.012359 0.071934
APM SMA -1.842.404 -1.761.280 -1.665.816
TPT -0.584737 -0.498376 -0.477342
GPDRBADHK 0.432843 0.516838 0.557954

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.15. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
114.658.075 dan nilai maximum sebesar 126.873.430. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara

nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (us3, vz3) atau sampai provinsi Papua Barat.
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Tabel 5. 54 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota

Indonesia Tahun 2010

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept -14.027.901  -11.182.469 -9.500.589
BS -3.383.771 -1.026.681 -1.019.771
BM -0.152741 -0.045689 -0.039123
APM SMA 0.32419 0.327873 0.603837
TPT 0.198507 0.727355 0.825238
GPDRBADHK -0.374838 -0.269178 -0.07682

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.16. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
-14.027.901 dan nilai maximum sebesar -9.500.589. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara
nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (us2, v32) atau sampai provinsi Papua Barat.
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Tabel 5. 55 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota

Indonesia Tahun 2015

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept -13.146.796 -1.008.317 1.817.328
BS -0.598362 -0.377877 2.039.006
BM -0.141838 -0.102818 -0.053383
APM SMA 0.068208 0.076304 0.268562
TPT 0.726048 0.739011 0.960973
GPDRBADHK -0.411739 -0.029919 0.180381

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.17. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
-13.146.796 dan nilai maximum sebesar 1.817.328. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara
nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (us2, v32) atau sampai provinsi Papua Barat.
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Tabel 5. 18 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota
Indonesia Tahun 2020

Variabel Minimum Median Maximum
Intercept -57.279.562  67.675.375 77.339.586
BS -0.000294 0.041003 0.04998
BM -0.036076 0.193016 0.231236
APM SMA -1.144.322 -0.997294 0.841881
TPT 0.358252 0.494365 1.068.462
GPDRBADHK  0.217165 0.377185 0.378966

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.18. bahwa estimasi parameter model GWR dengan
fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian memiliki nilai intersep minimum sebesar
-57.279.562 dan nilai maximum sebesar 77.339.586. Nilai tersebut menunjukan
bahwa besar pengaruh variabel respon (Y) berkisar antara nilai min dan max
estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin (Y) pada model GWR. Sedangkan
nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM),
Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka
(TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara
nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model
GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis
mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulangpada

setiap lokasi yaitu sampai provinsi (us2, v32) atau sampai provinsi Papua Barat.
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5.4 Pengujian Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh

Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah GWR sudah tepat digunakan
dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Bp(ui, vi) = Bp, p = 1,23 dan i = 1,2, ... ,33 (tidak ada pengaruh faktor
geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

H: : ada Bp(wi, vi) # Bp: p = 1,23 dan i= 1,2, ... ,33 (ada pengaruh faktor
geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

Kriteria uji

Tolak Ho jika Frit > Fa:1,df>

Hasil pengujian kesesuaian model GWR dengan uji F di wilayah perdesaan
memberikan hasil menolak Ho dimana Fri > (2,474) sedangkan di wilayah
perkotaan Frit > (2,490).

Sedangkan hipotesis di wilayah perkotaan juga berbeda dengan perdesaan
karena terdapat satu Provinsi yang tidak memiliki Kota, yaitu Provinsi Sulawesi
Barat. Sehingga hipotesis di wilayah perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ho: Bp(ui, vi) =Bp,p=1,23dani=1,2, ... ,32 (tidak ada pengaruh faktor geografis

pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

H1:ada Bp(ui, vi) # Bp: p=1,2,3dan i= 1,2, ... ,32 (ada pengaruh faktor geografis

pada persentase penduduk miskin di Indonesia) .
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Tabel 5. 19 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010

Model Fhit Frabel
GWR 3.487 2.474
Variabel

Intercept 27.619.662 2474
BS 6.145.146 2.474
BM 6.009.989 2.474
APM SMA 17.473.853 2.474
TPT 0.334246 2.474
GPDRBADHK 5.164.290 2.474

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.19 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang
dilakukan dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hg ditolak yang artinya
terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk
memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai Fnitung pada setiap variabel, didapat bahwa
intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta GPDRBADHK yang signifikan (> F
0,05;6;26 : 2.474) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru
sebagai berikut:

PPM = 27.619.662(longitude;, latitude;) + xas 6.145.146(longitude;, latitude;)

+ Xxgv 6.009.989(longitude;, latitude;) + Xapm sma 17.473.853
(longitude; , latitudej) + Xeporeaprk 5.164.290(longitude;, latitude;) +
&i

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar
1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.145.146 persen dan jika
seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662.

Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM
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sebanyak 6.009.989 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan

diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662. selanjutnya variabel APM SMA sebesar
1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 17.473.853 persen dan jika
seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662
serta variabel GPRBADHK sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM
sebanyak 17.473.853 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS,
variabel BM, variabel APM SMA dan variabel GPDRBADHK mempengaruhi
terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia

Tahun 2010.

Tabel 5. 20 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015

Model Fhit Ftabel
GWR 2.727.096 2.474
Variabel

Intercept 23.452.645 2474
BS 672.917 2.474
BM 15.144.497 2.474
APM SMA 100.265.739 2.474
TPT 8.048.300 2474
GPDRBADHK 1.336.897 2.474

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.20 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang
dilakukan dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hg ditolak yang artinya
terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk

memodelkan kemiskinan di Indonesia.
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Dengan memperhatikan nilai Fning pada setiap variabel, didapat bahwa

intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta TPT yang signifikan (> F 0,05;6;26 :
2.474) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai
berikut:
PPM = 23.452.645(longitude;, latitudei) + xass 672.917(longitude;, latitude;)
+ Xxsm 15.144.497(longitudej,latitude;) + Xapmsma 100.265.739
(longitudej,latitude;) + xpr 8.048.300 (longitude;, latitude;) + &;
Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar
1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 672.917 persen dan jika seluruh
variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645. Kemudian
variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 15.144.497
persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar
23.452.645. selanjutnya variabel APM SMA sebesarl persen, akan mempengaruhi
nilai PPM sebanyak 100.265.739 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan
akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645 serta variabel TPT sebesar 1 persen
akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak
8.048.300 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai
PPM sebesar 23.452.645.
Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS,
variabel BM, variabel APM SMA dan variabel TPT mempengaruhi terhadap

kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015.
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Tabel 5. 21 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020

Model Fhit Frabel
GWR 1.627.215 2.474
Variabel

Intercept 2.905.096.426 2474
BS 6.321.561 2.474
BM 13.280.098 2.474
APM SMA 157.868.733.200 2.474
TPT 6.353.928 2.474
GPDRBADHK 1.818.563 2.474

Sumber: Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.28 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang
dilakukan dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hg ditolak yang artinya
terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk
memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai Fnitung pada setiap variabel, didapat bahwa
intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta TPT yang signifikan (> F 0,05;6;26
: 2.474) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai
berikut:

PPM = 2.905.096.426(longitude;, latitudei) + xgs6.321.561(longitude;,
latitude;) + xsm 3.280.098(longitude;,latitudei) +  Xapmsma
157.868.733.200(longitude;,latitudei) + x7p76.353.928(longitude;,
latitudei) + i

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar
1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.321.561 persen dan jika
seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426.

Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi
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nilai PPM sebanyak 3.280.098 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan

akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426. selanjutnya variabel APM SMA
sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 157.868.733.200 persen
dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar
2.905.096.426 serta variabel TPT sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM
sebanyak 6.353.928 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS,
variabel BM, variabel APM SMA dan variabel TPT mempengaruhi terhadap

kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020.

Tabel 5. 22 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010

Model Fhit Ftabel
GWR 3.469 2.490
Variabel

Intercept 30.181.952 2.490
BS -0.021837 2.490
BM 1.860.271 2.490
APM SMA 8.194.010 2.490
TPT 41.127.031 2.490
GPDRBADHK 3.629.608 2.490

Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.22 di atas sama hal nya saat melakukan uji kesesuaian
di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan

dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hy ditolak yang artinya terdapat
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pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk

memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai Fnitung pada setiap variabel, didapat bahwa
intersep, variabel APM SMA, TPT serta GPFDRBADHK vyang signifikan (> F
0,05;6;27 : 2.490) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru
sebagai berikut:

PPM = 30.181.952 (longitude;, latitude;) + Xapm swa 8.194.010 (longitude;,

latitudei) + xer 41.127.031(longitude;, latitudei) + XcppreabHk
3.629.608 (longitude;, latitude;) + &;

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel APM SMA
sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 8.194.010 persen dan
jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar
30.181.952. Kemudian variabel TPT sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai
PPM sebanyak 41.127.031 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan
akan diperoleh nilai PPM sebesar 30.181.952. serta variabel GPRBADHK sebesar
1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 3.629.608 persen dan jikaseluruh
variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 30.181.952.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel
APM SMA, variabel TPT serta variabel GPDRBADHK mempengaruhi terhadap

kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010.
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Tabel 5. 23 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015

Model Fhit Frabel
GWR 0.989407 2.490
Variabel

Intercept 13.409.502 2.490
BS 0.102434 2.490
BM 6.823.933 2.490
APM SMA 21.208.677 2.490
TPT 0.857377 2.490
GPDRBADHK 2.875.751 2.490

Sumber: Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.23 di atas sama hal nya saat melakukan uji kesesuaian
di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan
dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hg ditolak yang artinya terdapat
pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk
memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai Fnitung pada setiap variabel, didapat bahwa
intersep, variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel GPDRBADHK yang
signifikan (> F 0,05;6;27 : 2.490) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang,didapat
formula baru sebagai berikut:

PPM = 13.409.502 (longitude;, latitude;) + xsm 6.823.933 (longitude;,

latitudei) + Xxapm sma 21.208.677 (longitude;, latitude;) + XeppreADHK
2.875.751 (longitude;, latitudei) + &

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BM sebesar
1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.823.933 persen dan jika
seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502.

Kemudian variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM
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sebanyak 21.208.677 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan

diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502. serta variabel GPRBADHK sebesar 1
persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 2.875.751 persen dan jika seluruh
variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502.
Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel
APM SMA, variabel TPT serta variabel GPDRBADHK mempengaruhi terhadap

kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015.

Tabel 5. 24 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Model Fhit Ftabel
GWR 2.200.652 2.490
Variabel

Intercept -67.831.969.778 2.490
BS 2.678.330 2.490
BM 10.960.929 2.490
APM SMA 6.989.732.802 2.490
TPT 11.687.457 2.490
GPDRBADHK 0.173211 2.490

Sumber: Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.24 di atas sama hal nya saat melakukan uji kesesuaian
di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan
dengan menggunakan a = 5% diperoleh bahwa Hg ditolak yang artinya terdapat
pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk
memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai Fniung pada setiap variabel, didapat bahwa

intersep, variabel BS, variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel TPT yang
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signifikan (> F 0,05;6;27 : 2.490) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang,didapat

formula baru sebagai berikut:

PPM = -67.831.969.778 (longitude;, latitudei) + xas 2.678.330 (longitude;,
latitudei)) + xsm 10.960.9297 (longitudei, latitudei) + Xapm swma
6.989.732.802 (longitude;, latitude;) + xtpr 11.687.457 (longitude;,
latitude;) + &

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar

1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 2.678.330 persen dan jika
seluruh variabel dianggap konstan akan diperolen nilai PPM sebesar -
67.831.969.778. Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai
PPM sebanyak 10.960.9297 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778. Selanjutnya variabel APM SMA
sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.989.732.802 persen
dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar -
67.831.969.778 serta variabel TPT sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM
sebanyak 11.687.457 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS,

Variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel TPT mempengaruhi terhadap

kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020.
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5.5 Pengujian Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh

Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020
Uji parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial
yang digunakan untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di
wilayah perdesaan setiap provinsi di Indonesia dengan hipotesisnya adalah:

Ho: (i, vi) = 0 (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap
persentase penduduk miskin)

Hi: (wi, vi) #0 dengan j=0,1,23 dan i=1,2,...,33 (ada pengaruh signifikan
dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin)

Satu parameter di wilayah perdesaan dikatakan signifikan jika nilai T >
trabel dengan a = 5%. Nilai ttaper adalah 1,703 sedangkan di wilayah perkotaan Nilai
traberadalah 1,706. Hal ini berarti jika tni: pada masing-masing parameter lebih besar
dari 1,703 dan 1,706 maka variabel bebas tersebut memberikan pengaruh terhadap
variabel (Y) tersebut.

Sedangkan hipotesis di wilayah perkotaan juga berbeda dengan perdesaan
karena terdapat satu Provinsi yang tidak memiliki Kota, yaitu Provinsi Sulawesi
Barat. Sehingga hipotesis di wilayah perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ho: (wi, vi) = 0 (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap
persentase penduduk miskin)

Hi: (ui, vi) #0 dengan j=0,1,2,3 dan i=1,2,...,32 (ada pengaruh signifikan

dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin.
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Tabel 5. 25 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010

Thit
Provinsi
s ev AN e SR

Aceh -0.429916  -0.810758  1.259.225  0.081911 -1.121.322
Sumatera Utara -0.433207 -0.811853  1.283.224 0.06183 -1.080.928
Sumatera Barat -0.426499  -0.807363  1.298.823  0.019703 -1.028.835
Riau -0.408666  -0.795561  1.294.044  -0.026359 -0.997028
Jambi -0.383053  -0.780993  1.274.121  -0.063923 -1.005.493
Sumatera Selatan -0.323386  -0.739335  1.221.431  -0.133172 -1.056.726
Bengkulu -0.346928  -0.762479  1.240.099  -0.096172 -1.063.457
Lampung -0.278715  -0.696731  1.181.307  -0.186965 -1.078.467
Kepulauan Bangka

Belitung -0.253047  -0.655671 1.163.966  -0.253222 -0.953098
Kepulauan Riau -0.259993  -0.663301  1.169.809  -0.243086 -0.961522
Jawa Barat -0.079368  -0.459447  0.990716 -0.36464 -1.294.208
Jawa Tengah 0.023637  -0.355182  0.915549  -0.496506 -1.086.757
Daerah Istimewa

Yogyakarta 0.00996  -0.366386  0.924103  -0.482209 -1.107.915
Jawa Timur 0.205826  -0.179571  0.791888  -0.632902 -1.053.600
Banten -0.212848  -0.627199  1.119.394  -0.255619 -1.127.079
Bali 0.548321 0.114  0.609536  -0.821884 -1.035.523
Nusa Tenggara Barat 0.805161  0.631282  0.429457  -0.864368 -1.347.752
Nusa Tenggara Timur 1.759.031  0.926458  0.223106  -1.145.937 -0.941142
Kalimantan Barat -0.034041  -0.460085  0.999456  -0.486428 -0.791964
Kalimantan Tengah 0.368377  -0.158501 0.75453  -0.746498 -0.764961
Kalimantan Selatan 0.596726 0.005362 0.640462 -0.856416 -0.778387
Kalimantan Timur 0.860208  0.112658  0.551662  -0.962043 -0.674546
Kalimantan Utara 0.976283  0.254388  0.485579  -0.999771 -0.782349
Sulawesi Utara 2.361.340  0.851861  0.112809 -1.158.040 -0.615077
Sulawesi Tengah 1.933.518  0.681075  0.211981 -1.176.083 -0.647463
Sulawesi Selatan 2.166.473  1.074.440  0.141682 -1.163.463 -0.846391
Sulawesi Tenggara 1.820.655 0.759549 0.227531 -1.168.404 -0.773683
Gorontalo 1.530.921  1.725.267  0.207892  -0.801453 -1.409.414
Sulawesi Barat 1.631.708  0.624287  0.280989  -1.149.485 -0.751358
Maluku 2.905.733  1.186.086  0.027766  -0.980706 -0.640507
Maluku Utara 2.767.281  0.937769  0.037076  -1.059.133 -0.552907
Papua Barat 3.191.695  0.887523 -0.019202  -0.740377 -0.381824
Papua 3.175.295 0.75518 -0.035204  -0.522563 -0.168427

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perdesaan Tahun 2010 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
5.26 sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010

Variabel yang
Signifikan
Lampung APM SMA

Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, BS
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku

Utara, Papua Barat, Papua

Gorontalo BM
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Bengkulu

Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan

Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur,

Banten,

dan Bali
Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Provinsi

Berdasarkan Tabel 5.26 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Bantuan
Sosial (X1), Belanja Modal (X2) dan Angka Partisipasi Murni SMA (X3). Namun
terdapat banyak Provinsi yakni 16 Provinsi yang tidak mempunyai variabel yang
signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata
terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh
Provinsi tersebut, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali
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Tabel 5. 27 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015

Thit

Provinsi BS BM /3_\:\3/:\,2 TeT C; F|)3|?—|RKB
Aceh 0716501 -0.396853 1705512  0.207255  -0.028589
Sumatera Utara 0.698822 -0.470277 1689682  0.188938  -0.014255
Sumatera Barat 0658214 0570629 1640741  0.157638  0.005257
Riau 060763  -0.645134 1574550  0.125418  0.018133
Jambi 0550052 -0.687083 1510657  0.098573  0.011984
Sumatera Selatan 0452246 0749274 1369489  0.040354  -0.019571
Bengkulu 0508436 -0.710344 1444121  0.072942  -0.021828
Lampung 0508436 -0.710344 1444121  0.072942  -0.021828
Bﬁ?ﬁﬂ:}zuan Bangka 024865  -0.840963 1112276  -0.069326  0.044114
Kepulauan Riau 0267619 -0.835735 1134993  -0.059896  0.038473
Jawa Barat 0.082522 -0.926283  0.667308  -0.259454  -0.185545
Jawa Tengah 0.428228  -0.958124  0.346458  -0.371529  -0.024743
YDOa;;gE;rstgmewa 0.388263  -0.958336  0.378101  -0.361087  -0.042048
Jawa Timur 0.920583  -0.981226 -0.054341 -0.504391  0.023872
Banten 0214662 -0.845875 1056751  -0.091729  -0.066664
Bali 1799079  -1007523  -0.504402  -0.623264  0.087491

Nusa Tenggara Barat 2513075 -1247904 -1167566 -0.738966 -0.176926
Nusa Tenggara Timur 3509394 -1215625 -1604706 -0.226237 0.249388

Kalimantan Barat 0.291275 -0.882097 0.57443 -0.282734 0.169649
Kalimantan Tengah 1242797 -0.876165  -0.104164 -0.49577 0.250292
Kalimantan Selatan 1780608 -0.880477  -0.408483 -0.55146 0.279639
Kalimantan Timur 2276793 -0.827012  -0.573706  -0.536679 0.384413
Kalimantan Utara 2567812 -0.896608  -0.798334  -0.548543 0.333782
Sulawesi Utara 3693403 -1192309 -1789070 0.224328 0.516596
Sulawesi Tengah 3587911 -0.991912 -1423200  -0.137463 0.507139
Sulawesi Selatan 3611996 -1340268 -1865161 0.111638 0.316131
Sulawesi Tenggara 3538112 -1068631 -1475404  -0.201242 0.407102
Gorontalo 3184123 -1686651 -1685748 -0.252394 -0.226803
Sulawesi Barat 3412854 -0.984041 -1298144  -0.318986 0.419352
Maluku 3529652 -1881285 -2466661 1.046.553 0.325742
Maluku Utara 3656595 -1505839 -2193296 0.700107 0.49206
Papua Barat 3455809 -2140100 -2380911 1.527.425 0.347557
Papua 3405147 -2333140 -2099768 1.815.760 0.275301

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perdesaan Tahun 2015 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
5.28 sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015

Variabel yang

Provinsi o
ovins Signifikan

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi BS
Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi
Barat
Maluku, Papua Barat BS, BM dan APM
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara BS & APM
Aceh APM SMA
Papua BS, BM, APM dan

P TPT

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.28 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Bantuan
Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipas Murni SMA/MA (X3), dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (X4). Sedangkan untuk Provinsi di Pulau Jawa
serta Pulau Sumatera tidak mempunyai variabel yang signifikan atau dengan kata
lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase

Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh Provinsi tersebut.
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Tabel 5. 29 Uji Masing-masing Parameter GWR Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020

Thit
Provinsi
BS BM é&'\i TPT iFE)DHRf

Aceh 0.534603  -0.07037 -3227978  -0.77122 1.665.415
Sumatera Utara 0.548355 -0.063284 -3242200 -0.768205 1.661.953
Sumatera Barat 0.565894  -0.05279 -3255212 -0.766668 1.655.336
Riau 0.578501 -0.043746 -3260268 -0.768145 1.648.603
Jambi 0.58415 -0.037338 -3258131 -0.773177 1.643.111
Sumatera Selatan 0.591012 -0.026196 -3249290 -0.785492 1.632.971
Bengkulu 0.584052  -0.03227 -3249500 -0.782742 1.637.986
Lampung 0.597939 -0.017831 -3244601 -0.792482 1.625.538
Kepulauan Bangka Belitung  0.616878 -0.009073 -3254437 -0.785133 1.618.873
Kepulauan Riau 0.614911 -0.010376 -3254214 -0.785187 1.620.000
Jawa Barat 0.610445 0.009466 -3212706  -0.82706 1.599.420
Jawa Tengah 0.6406  0.023782 -3223534 -0.816297 1.587.574
Daerah Istimewa

Yogyakarta 0.637637  0.022422 -3222581 -0.817511 1.588.790
Jawa Timur 0.659203  0.039197 -3215565 -0.821158 1.572.577
Banten 0.60499 -0.007476 -3236004 -0.802918 1.616.005
Bali 0.683496 0.060801 -3199785 -0.829785 1.550.426
Nusa Tenggara Barat 0.681708  0.086259 -3147400 -0.878524 1.524.395
Nusa Tenggara Timur 0.74894  0.115204 -3154719 -0.843214 1.488.632
Kalimantan Barat 0.655089  0.016625 -3253526 -0.783917 1.594.865
Kalimantan Tengah 0.685692  0.043618 -3235428 -0.794153 1.567.202
Kalimantan Selatan 0.698159  0.055888 -3224391 -0.800543 1.554.171
Kalimantan Timur 0.716251  0.064685 -3225030 -0.791988 1.543.333
Kalimantan Utara 0.79459  0.129062 -3167803  -0.80222 1.464.130
Sulawesi Utara 0.79459  0.129062 -3167803  -0.80222 1.464.130
Sulawesi Tengah 0.76923  0.108964 -3186043 -0.801097 1.490.306
Sulawesi Selatan 0.774558  0.13126 -3145316 -0.837145 1.467.425
Sulawesi Tenggara 0.758644  0.109608 -3175107 -0.818294 1.492.257
Gorontalo 0.711448  0.141551 -3064440 -0.939702 1.465.020
Sulawesi Barat 0.750102 0.100114 -3186468 -0.812249 1.503.266
Maluku 0.837815 0.175485 -3109788 -0.827301 1.405.347
Maluku Utara 0.826025 0.153282 -3145643 -0.801183 1.430.762
Papua Barat 0.891179  0.209206 -3085738 -0.807283 1.351.114
Papua 0.937133  0.250183 -3039245 -0.812041 1.289.574

Sumber : Hasil Menggunakan Software, GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perdesaan Tahun 2020 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
5.30 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Seluruh Provinsi

Indonesia Tahun 2020
Provinsi Valflape_l yang

Signifikan

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan

Bangka Belitung, Kepualauan Riau, Jawa Barat, Jawa

Tengah, D.1.Y, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa

Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, APM SMA

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,
Papua

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.30 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya hanya variabel
Angka Partisipas Murni SMA/MA (X3) yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh
Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara
nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh

Provinsi Indonesia tahun 2020.

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|73



Tabel 5. 31 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010

Thit
Provinsi BS BM é:\:;:\: TPT (,BA\FE)DHRE

Aceh -1463348  -0.444375 2.904951  2.380994 -0.857622
Sumatera Utara -3066667  -1365955 3.425428  0.668331 -0.455798
Sumatera Barat -1474302  -0.469446 2.912701  2.463843 -0.8018
Riau -1484467  -0.486786 2.944950  2.649932 -0.718373
Jambi -1477760  -0.473351 2.920903  2.511501 -0.781729
Sumatera Selatan -1480486  -0.476539 2.929816  2.560926 -0.761502
Bengkulu -1476567  -0.467499 2.922663  2.511332 -0.788777
Lampung -1481008  -0.475542 2.934956  2.585282 -0.754409
Kepulauan Bangka

Belitung -1483875  -0.488135 2.933479  2.595800 -0.73571
Kepulauan Riau -1481754  -0.483946 2.926415  2.555239 -0.75451
Jawa Barat -1483347  -0.481917 2.944529  2.641668 -0.727123
Jawa Tengah -1485797  -0.493556 2.953884  2.702064 -0.691293
Daerah Istimewa

Yogyakarta -1484505  -0.487333 2.953495  2.692907 -0.702095
Jawa Timur -1487677  -0.511056 2.965991  2.780048 -0.640495
Banten -1482209  -0.478204 2.940139  2.614912 -0.740981
Bali -1487565 -0.51795 2.972098  2.816126 -0.617775
Nusa Tenggara Barat -1487889  -0.532055 2.978828  2.861390 -0.581995
Nusa Tenggara Timur 1484530  -0.567712 2.999431  2.984780 -0.483562
Kalimantan Barat -1488751  -0.507941 2.941936  2.663925 -0.687764
Kalimantan Tengah -1491214  -0.528288 2.960479 2774320 -0.621685
Kalimantan Selatan -1490896  -0.529225 2.963634  2.789520 -0.614606
Kalimantan Timur -1492731  -0.550882 2.968010  2.833747 -0.569998
Kalimantan Utara -1491286  -0.547398 2.973092  2.851575 -0.567121
Sulawesi Utara -1490389 -0.6016 2.990590  2.977933 -0.443605
Sulawesi Tengah -1492080  -0.575985 2.979720  2.909844 -0.506518
Sulawesi Selatan -1492350  -0.567456 2.976322  2.886941 -0.527114
Sulawesi Tenggara -1489239  -0.576483 2.989286  2.949291 -0.488711
Gorontalo -1491441 -0.59122 2.985229  2.947258 -0.470696
Maluku -1486608  -0.639343 3.012499  3.087817 -0.342615
Maluku Utara -1489038  -0.625857 2.999410  3.031840 -0.387142
Papua Barat -1489216  -0.656891 3.009036  3.087257 -0.319681
Papua -1513693  -0.728139 3.039841  3.186688 -0.17565

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perkotaan Tahun 2010 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel

5.31 sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010

Variabel yang

Provinsi Signifikan

Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan,

Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan
Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kaliamantan

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
Papua

APM SMA dan TPT

Sumatera Utara APM SMA dan BS

Sumatera : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.31 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Angka
Partisipas Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Bantuan
Sosial (X1) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Sedangkan
untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau dengan
kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah
Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh Provinsi Indonesia

tahun 2010.
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Tabel 5. 33 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015

Thit
Provinsi APM GPDRB
BS BM SMA TPT ADHK
Aceh -0.310384 -1057186 0.530562 2699298 -0.527601
Sumatera Utara 0.58591 -0.693514 1250396 3084863 -0.501648
Sumatera Barat -0.295391 -0.991685 0.565536 2740227 -0.428779
Riau -0.227393 -0.8817 0.581945 2776405 -0.235773
Jambi -0.277574 -0.963522 0.571296 2751042 -0.380011
Sumatera Selatan -0.258295 -0.935465 0.574644 2759854 -0.330082
Bengkulu -0.272473 -0.9689 0.564188 2745018 -0.385451
Lampung -0.246482 -0.924102 0.572522 2760967 -0.307855
Kepulauan Bangka
Belitung -0.25295 -0.907195 0.587442 2774633 -0.285867
Kepulauan Riau -0.267399  -0.93145 0.58381 2766801 -0.328497
Jawa Barat -0.22678 -0.890226 0.576669 2771044 -0.248283
Jawa Tengah -0.209814 -0.850014 0.584506 2784518 -0.179824
Daerah Istimewa
Yogyakarta -0.208417 -0.860155 0.577975 2778036 -0.194523
Jawa Timur -0.189727 -0.796438 0.593429 2800729 -0.089161
Banten -0.235529  -0.90687 0.57413 2765802 -0.277206
Bali -0.179164 -0.773055 0.594337 2805591 -0.048689
Nusa Tenggara
Barat -0.170478 -0.738787 0.600367 2815641 0.007244
Nusa Tenggara
Timur -0.142175  -0.64954 0.602264 2831950 0.153311
Kalimantan Barat -0.239851 -0.854632 0.606473 2797991 -0.201313
Kalimantan Tengah -0.20758 -0.782293 0.615364 2817531 -0.076555
Kalimantan Selatan -0.201408 -0.774369 0.613557 2817834 -0.061529
Kalimantan Timur -0.199841 -0.732304 0.629523 2835018 0.00232
Kalimantan Utara -0.188479 -0.728005 0.621073 2830633 0.014549
Sulawesi Utara -0.173943 -0.617775 0.642184 2860500 0.183611
Sulawesi Tengah -0.185531 -0.673053 0.637539 2849441 0.097495
Sulawesi Selatan -0.18915 -0.69179 0.634714 2844812 0.068031
Sulawesi Tenggara -0.166936 -0.655934 0.625138 2844910 0.131991
Gorontalo -0.180355 -0.641297 0.642139 2856954 0.146473
Maluku -0.147489 -0.534836 0.631413 2866773 0.311794
Maluku Utara -0.166471 -0.570585 0.645141 2868904 0.253876
Papua Barat -0.161007 -0.516325 0.64818 2877903 0.330112
Papua -0.142525  -0.40301 0.637397 2888485 0.477307

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perkotaan Tahun 2015 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
5.33 sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015

Variabel yang

Provinsi Signifikan

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan
Bangka Belitung, Kepualauan Riau, Jawa Barat, Jawa
Tengah, D.1.Y, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa
Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, TPT
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,
Papua

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.33 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya hanya variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh
Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara
nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh

Provinsi Indonesia tahun 2015.
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Tabel 5. 35 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Thit
Provinsi APM GPDRB
BS BM SMA TPT ADHK
Aceh 0.476237 1844094 -1067351 1023562 2.016.219
Sumatera Utara -0.002588 -0.180762 0.438752 2580119 0.782589
Sumatera Barat 0.458664 1785139 -1109782 1115190 2.031.301
Riau 0.426135 1672855 -1128381 1293784 2.025.814
Jambi 0.450711 1757541 -1115023 1160222 2.030.155
Sumatera Selatan 0.442527 1729014 -1117903 1206429 2.027.786
Bengkulu 0.45225 1761822 -1104587 1155425 2.025.333
Lampung 0.439144 1716654 -1114256 1227194 2.024.389
Kepulauan Bangka
Belitung 0.434055 1701541 -1136299 1246797 2.033.188
Kepulauan Riau 0.441368 1726571 -1131710 1207422 2.034.318
Jawa Barat 0.428802 1681118 -1120408 1282439 2.023.038
Jawa Tengah 0.416037 1638412 -1134036 1345889 2.024.371
Daerah Istimewa
Yogyakarta 0.419315 1648400 -1123886 1332559 2.020.890
Jawa Timur 0.398226 1579493 -1153177 1430505 2.026.067
Banten 0.433931 1698594 -1116429 1255634 2.023.225
Bali 0.390157 1552481 -1158416 1468837 2.025.287
Nusa Tenggara
Barat 0.378023 1513284 -1173763 1521873 2.027.118
Nusa Tenggara
Timur 0.344506 1403625 -1200022 1665428 2.024.989
Kalimantan Barat 0.41768 1648471 -1165926 1324082 2.039.884

Kalimantan Tengah 0.393547 1568461 -1186735 1440423 2.038.505
Kalimantan Selatan 0.390764 1558742 -1185417 1454856 2.036.797
Kalimantan Timur 0.376058 1513434 -1216531 1514027 2.043.112

Kalimantan Utara 0.374336 1505816 -1205320 1526799 2.038.069
Sulawesi Utara 0.332593 1375423 -1265872 1691127 2.042.040
Sulawesi Tengah 0.354152 1443683 -1242633 1605552 2.043.443
Sulawesi Selatan 0.361195 1465902 -1233575 1577016 2.043.196
Sulawesi Tenggara 0.347286 1418364 -1229885 1641432 2.036.244
Gorontalo 0.341948 1405416 -1258447 1653591 2.043.630
Maluku 0.297609 1261176 -1278793 1828126 2.031.121
Maluku Utara 0.313291 1314768 -1285950 1763488 2.039.771
Papua Barat 0.289974 1242010 -1309433 1845449 2.035.657
Papua 0.235344 1064360 -1325085 2025756 2.012.200

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022
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Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah

perkotaan Tahun 2020 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
7.35 sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Variabel yang

Provinsi Signifikan
Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, BM DAN
Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, GPDRBADHK
Kepulauan Riau
Sumatera Utara TPT

Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.1.Y, Jawa Timur,

Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, GPDRBADHK
Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara, Gorontalo

Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua TPT dan PDRB
Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.35 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara
signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah variabel
Belanja Modal (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan PDRB
menurut ADHK (X5) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia
Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap
jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh Provinsi

Indonesia tahun 2020.
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5.37 Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia
Tahun 2010, 2015 dan 2020
Tabel 5. 30 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥ =11655873 -0.76339  -0.12986 0.218916 0.042978  -0.73579
Sumatera Utara ¥ = 11307080 -0.75831  -0.12621 0.217767 0.031548 -0.6709
Sumatera Barat ¥ =11054255 -0.72866 -0.12104 0.213026 0.009673  -0.59512
Riau ¥=11047677 -0.68229 -0.11634 0.206452 -0.01256  -0.54804
Jambi ¥=11249729 -0.62954  -0.11273 0.199766 -0.02994  -0.53594
Sumatera Selatan ¥=11778225 -0.51906 -0.10487 0.186407 -0.06089  -0.53725
Bengkulu ¥=11661652 -0.56532 -0.10943 0.192407 -0.04469 -0.55508
Lampung ¥=12090591 -0.43939 -0.09761 0.176796 -0.08394 -0.5315
Kepulauan Bangka .

Belitung Y =11855700 -0.38478 -0.09015 0.169895  -0.11022  -0.45815
Kepulauan Riau ¥=11846452 -0.39709 -0.09139 0.171258 -0.10618  -0.46369
Jawa Barat ¥=13568581 -0.12112  -0.06292 0.142584 -0.15762 -0.59753
Jawa Tengah ¥=13290078 0.033596 -0.04755 0.128224 -0.20564  -0.49477
Daerah Istimewa .

Yogyakarta Y =13322108 0.014258 -0.04914 0.129691 -0.20049  -0.50467
Jawa Timur ¥=13539109 0.279598 -0.02376 0.109828  -0.25616  -0.47798
Banten ¥=12558874 -0.32927 -0.08683 0.164189 -0.11261 -0.53817
Bali ¥=13774367  0.707425 0.014902 0.084396 -0.32708 -0.47254
Nusa Tenggara Barat ¥ =14774689 1067569 0.082616 0.061875 -0.35115 -0.64012
Nusa Tenggara Timur ¥=12784203 2194137 0.121378 0.032025 -0.4801  -0.44314
Kalimantan Barat ¥=12096265 -0.04726 -0.06139 0.139721 -0.19936  -0.36707
Kalimantan Tengah ¥=12647996 0.47544 -0.0208 0.10382 -0.29654  -0.35016
Kalimantan Selatan ¥ =12850031 0.75274 0.0007 0.088111 -0.33882  -0.35605
Kalimantan Timur ¥=12521743 1065027 0.014706 0.076042 -0.38198  -0.31033
Kalimantan Utara ¥ =12907968 1204909 0.033121 0.067158 -0.39785  -0.35915
Sulawesi Utara ¥=11372642 3035998 0.115943  0.01686  -0.53132  -0.28842
Sulawesi Tengah ¥=11937446 2411158 0.090414 0.030433  -0.50564  -0.30129
Sulawesi Selatan ¥=11966270 2758106 0.143496 0.020878 -0.51153 -0.40075
Sulawesi Tenggara ¥=12347522 2260005 0.100003 0.032504 -0.49299 -0.36037
Gorontalo ¥ =13040999 2172313 0.234186 0.037511 -0.38793  -0.74151
Sulawesi Barat ¥=12475742 2010586 0.081827 0.039699 -0.47646  -0.34837
Maluku ¥=10130252 4038311 0.173778 0.004645 -0.50729  -0.31035
Maluku Utara ¥=10659781 3729704 0.133628 0.005942 -0.53203  -0.26222
Papua Barat ¥ =9407653 4805664 0.146597 -0.00374 -0.44159 -0.19021
Papua ¥ =8667246 5211828 0.145311 -0.00793  -0.33992 -0.0898

Y papua = 8667246 + 5211828 + 0.145311 — 0.00793 — 0.33992 — 0.0898
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Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar 59.71

persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 8667246 persen yang artinya
jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni
SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol,
maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naiksebesar
8667246 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 5211828 yang
berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan
menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan provinsi
Papua sebesar 5211828 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai 0.145311
yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan
meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan Provinsi
Papua sebesar 0.145311 persen. Kemudian untuk koefisien Angka PartisipasiMurni
SMA/MA (X3) bernilai -0.00793 yang berarti dengan meningkatnya Angka
Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk
miskin di wilayah peredesaana Provinsi Papua sebesar 0.00793 persen. Dan
koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai -0.33992 yang berarti
dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan menurunkan
jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaaan Provinsi Papua sebesar
0.33992 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai
-0.0898 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GDPRB ADHK, maka
akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan

Provinsi Papua sebesar 0.0898 persen.
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Tabel 5. 38 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥=-8.167.946 -1.865.056 -0.09337 0.376344 0.133493  -0.0237
Sumatera Utara ¥=-6.925001 -1.771.916 -0.10562  0.359231 0.119724 -0.01103
Sumatera Barat ¥=-5029.919  -1.609.204 -0.12117 0.332391 0.097628 0.003684
Riau ¥=-3.325.086  -1.442.140 -0.13206 0.307568 0.076217 0.011752
Jambi ¥=-2.004.236  -1.303.508 -0.13838  0.288631 0.059165 0.007438
Sumatera Selatan ¥=0.538855  -1.024.034 -0.14814  0.252494 0.023746 -0.01141
Bengkulu ¥=-0.774733  -1.175.618 -0.14289  0.272275 0.043438  -0.0133
Lampung ¥=-0.774733  -1.175.618 -0.14289  0.272275 0.043438  -0.0133
Kepulauan Bangka R

Belitung ¥=4.170251  -0.521319 -0.15816  0.193026  -0.03938 0.022799
Kepulauan Riau ¥=-3.887.617  -0.564723 -0.15766 0.197776  -0.03411 0.020034
Jawa Barat ¥=10.451.047 0.167141  -0.17666 0.11201  -0.14533  -0.09363
Jawa Tengah ¥=13.259.102 0.77548  -0.17462  0.055672  -0.20238 -0.01171
Daerah Istimewa R

Yogyakarta ¥=13.013.681 0.711575  -0.17523  0.060953  -0.19716  -0.01998
Jawa Timur ¥=17.069.283 1.498.537 -0.17599 -0.008546  -0.27136 0.011095
Banten ¥=5.237.001  -0.457301 -0.16235 0.183779  -0.05231 -0.03528
Bali ¥=22.002.129 2.512.699 -0.17838 -0.092354  -0.33549 0.040629
Nusa Tenggara Barat  ¢=30.714.708 3.327.128  -0.22309 -0.193322  -0.41743  -0.08561
Nusa Tenggara Timur ¢ =31.054.668 4277914 -0.21676 -0.250673  -0.13421 0.120629
Kalimantan Barat ¥ =9.842.799 0.52323  -0.15955  0.093618 -0.1537  0.079935
Kalimantan Tengah ¥=16.122.346 1.843.808 -0.15595  -0.01633  -0.26443 0.115895
Kalimantan Selatan ¥=18.829.817 2.432.103  -0.15608 -0.063423  -0.29489  0.12983
Kalimantan Timur ¥=19.621.873 2.903.065 -0.1471 -0.089036  -0.28973 0.179779
Kalimantan Utara ¥=22.158.135 3.196.127  -0.15868  -0.12313  -0.29822 0.156472
Sulawesi Utara ¥=30.493.889 4.682.652  -0.22656 -0.277296 0.148233 0.255142
Sulawesi Tengah ¥=26.803.851 4348514 -0.18136 -0.218812  -0.08284 0.245896
Sulawesi Selatan ¥=33.141.212 4557.275 -0.24518  -0.29134 0.070838 0.155123
Sulawesi Tenggara ¥ =28.208.756 4280387 -0.19236 -0.227132  -0.11921 0.196517
Gorontalo ¥=44.790.138 4200.642  -0.3331 -0.366832  -0.16789 -0.14206
Sulawesi Barat ¥=26.331.849 4082728 -0.17619 -0.199596  -0.18396 0.200962
Maluku ¥=42.300.934 4924430 -0.40332 -0.431255  0.86374 0.166113
Maluku Utara ¥=35.941.713 4915.441  -0.30989 -0.357074  0.532146 0.248559
Papua Barat ¥=49.783.079 5.150.410 -0.57147  -0.53961 1.600.325 0.183852
Papua ¥=56.140.367 5.359.861  -0.75305 -0.613 2.307.979 0.149782

Ypapua = 56.140.367 + 5.359.861 - 0.75305 - 0.613 + 2.307.979 + 0.149782

Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar 63.06

persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 56.140.367 persen yang
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artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi

Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai
nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naik
sebesar 56.140.367 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai
5.359.861 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen,
maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan
provinsi Papua sebesar 5.359.861 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai
- 0.75305 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen
maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan
Provinsi Papua sebesar 0.75305 persen. Kemudian untuk koefisien Angka
Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -0.613 yang berarti dengan meningkatnya
Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase
penduduk miskin di wilayah peredesaana Provinsi Papua sebesar 0.613 persen. Dan
koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 2.307.979 yang berarti
dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan
jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaaan Provinsi Papua sebesar
2.307.979 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai
0.149782 yang berarti dengan meningkatnyapertumbuhan GDPRB ADHK, maka
akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan

Provinsi Papua sebesar 0.149782 persen.
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Tabel 5. 31 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥=126.873.430 0.54668  -0.02014  -1.842.404  -0.48096 0.557954
Sumatera Utara ¥=126.576.959 0.560165  -0.01808  -1.838.503  -0.47873 0.555573
Sumatera Barat ¥=126.111.175 0.577367  -0.01506  -1.832.023  -0.47734 0.551922
Riau ¥=125.681.322 0.589724  -0.01246  -1.825.729  -0.47795  0.54871
Jambi ¥=125.321.048 0.595216  -0.01063  -1.820.023  -0.48088  0.54642
Sumatera Selatan ¥=124.647.770 0.601825  -0.00745  -1.809.031  -0.48823 0.542459
Bengkulu ¥=124.948.794 0.595006  -0.00919  -1.813.618 -0.4867 0.544613
Lampung ¥=124.187.519 0.608573  -0.00507  -1.801.697  -0.49237 0.539498
Kepulauan Bangka R

Belitung ¥=123.956.904 0.627351  -0.00258  -1.799.327  -0.48758 0.5363
Kepulauan Riau ¥=124.007.906 0.625406  -0.00295  -1.800.039  -0.48764 0.536774
Jawa Barat ¥=122.527.222 0.620589  0.002687  -1.774.144  -0.51339 0.529985
Jawa Tengah ¥=122.187.059 0.650588  0.006744  -1.770.744  -0.50641 0.524736
Daerah Istimewa R

Yogyakarta ¥=122.215.927 0.647635  0.006359  -1.770.996  -0.50718 0.525249
Jawa Timur ¥=121.550.940 0.669085  0.011109  -1.761.280  -0.50928 0.519166
Banten ¥=123.597.476 0.615423  -0.00212  -1.792.128  -0.49863 0.535855
Bali ¥=120.654.603 0.693351  0.017225  -1.747.754  -0.51457 0.511323
Nusa Tenggara Barat ~ ¢=118.966.500 0.69146  0.024445  -1.718.240  -0.54513 0.503116
Nusa Tenggara R

Timur ¥=118.627.068 0.759522  0.032669  -1.717.966  -0.52341 0.490887
Kalimantan Barat ¥=122.985.063 0.665256  0.004714  -1.785.816  -0.48641 0.526788
Kalimantan Tengah ¥=121.835.207 0.69572  0.012359  -1.768.510  -0.49253 0.516838
Kalimantan Selatan ¥=121.300.332 0.708186  0.015833  -1.760.285  -0.49646 0.512339
Kalimantan Timur ¥=121.126.566 0.726414  0.018325  -1.758.870  -0.49122 0.508645
Kalimantan Utara ¥=118.795.428 0.806066 0.03664  -1.725.140  -0.49838 0.483453
Sulawesi Utara ¥=118.795.428 0.806066 0.03664  -1.725.140  -0.49838 0.483453
Sulawesi Tengah ¥=119.480.823 0.7801  0.030902  -1.734.842  -0.49728 0.491519
Sulawesi Selatan ¥=118.200.151 0.785693  0.037255  -1.712.756  -0.51998 0.484268
Sulawesi Tenggara ¥=119.199.875 0.76934 0.03108  -1.728911  -0.50788 0.492045
Gorontalo ¥=116.154.030 0.721877 0.04019  -1.671.575  -0.58474 0.484386
Sulawesi Barat ¥=119.608.379 0.760633  0.028379  -1.735.316  -0.50401 0.495545
Maluku ¥=116.909.613 0.851046  0.049983  -1.695.874  -0.51523 0.465737
Maluku Utara ¥=118.010.126 0.838495  0.043591  -1.714.273  -0.49838 0.473453
Papua Barat ¥=116.083.807 0.906858  0.059824  -1.686.518  -0.50426 0.450279
Papua ¥=114.658.075 0.956168  0.071934  -1.665.816  -0.50937 0.432843

Ypapua = 114.658.075 + 0.956168 + 0.071934 - 1.665.816 - 0.50937 + 0.432843
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Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar

41.62 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 114.658.075 persen yang
artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi
Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai
nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naik
sebesar 114.658.075 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai
0.956168 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen,
maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan
provinsi Papua sebesar 0.956168 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai
0.071934 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen
maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan
Provinsi Papua sebesar 0.071934 persen. Kemudian untuk koefisien Angka
Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -1.665.816 yang berarti dengan
meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah
persentase penduduk miskin di wilayah peredesaana Provinsi Papua sebesar
1.665.816 persen. Dan koefisienTingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai -
0.50937 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka
akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaaan
Provinsi Papua sebesar 0.50937 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut
ADHK (X5) bernilai 0.432843 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan

GDPRB ADHK, maka
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akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan

Provinsi Papua sebesar 0.432843 persen.

Tabel 5. 40 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥=-9.500.589 -1.019.771  -0.03912  0.324439  0.641701 -0.37484
Sumatera Utara ¥=-11.392.241  -3.383.771  -0.15274  0.603837  0.198507 -0.30215
Sumatera Barat ¥=-9.788.345 -1.023.832  -0.04122 0.32419  0.657677 -0.34777
Riau ¥=-10.553.174  -1.026.239  -0.04259 0.32621  0.698453 -0.30818
Jambi ¥=-9.973.832 -1.024.817  -0.04152 0.32461  0.667864 -0.33799
Sumatera Selatan ¥=-10.174.387 -1.025.439  -0.04176  0.325163 0.67868 -0.32828
Bengkulu ¥=-9.978.385 -1.024.205  -0.04101 0.32485  0.668193 -0.34118
Lampung ¥=-10.278.157  -1.025.334  -0.04166  0.325567  0.684239 -0.32483
Kepulauan Bangka A

Belitung ¥=-10.313.754  -1.026.707  -0.04274  0.325239 0.68592 -0.31637
Kepulauan Riau ¥=-10.144.619  -1.026.205 -0.0424 0.32478  0.676978 -0.32521
Jawa Barat ¥=-10.519.430  -1.025.747  -0.04218  0.326244  0.696801 -0.31213
Jawa Tengah ¥=-10.788.731  -1.026.308  -0.04316  0.326947  0.710355 -0.29585
Daerah Istimewa )

Yogyakarta ¥=-10.749.469  -1.025.704  -0.04262 0326986  0.708508 -0.30068
Jawa Timur ¥=-11.160.482  -1.026.655  -0.04465 0328051  0.728368 -0.27325
Banten ¥=-10.403.990  -1.025.523  -0.04187 0.325933 0.690842 -0.31854
Bali ¥=-11.343.385  -1.026.407  -0.04524 0.32872  0.736997 -0.26329
Nusa Tenggara Barat ¥=-11.582.586  -1.026.577  -0.04646 0329521  0.747845 -0.24778
Nusa Tenggara Timur ¥=-12.304.727  -1.025.881  -0.04959  0.332679  0.778752 -0.20587
Kalimantan Barat ¥=-10.604.326  -1.028.462  -0.04442 0325675  0.700705 -0.29456
Kalimantan Tengah ¥=-11.127.531  -1.028.845  -0.04614 0327349  0.726342  -0.2651
Kalimantan Selatan ¥=-11.204.457  -1.028.566  -0.04622 0327694  0.730034 -0.26198
Kalimantan Timur ¥=-11.435.335  -1.029.740 -0.0481  0.328187  0.740436 -0.24266
Kalimantan Utara ¥=-11.530.552  -1.028.790  -0.04779 0.3288  0.744962 -0.24139
Sulawesi Utara ¥=-12.289.920  -1.030.516  -0.05257 0331766  0.776651 -0.18892
Sulawesi Tengah ¥=-11.865.389  -1.030.010  -0.05029  0.329834  0.759284 -0.21549
Sulawesi Selatan ¥=-11.731.150  -1.029.859  -0.04954  0.329306  0.753548 -0.22426
Sulawesi Tenggara ¥=-12.095.959  -1.028.575  -0.05035  0.331195  0.769386 -0.20796
Gorontalo ¥=-12.094.820  -1.030.394  -0.05164  0.330797  0.768775 -0.20033
Maluku ¥=-13.055.664  -1.032.741  -0.05601 0.33644  0.804916 -0.14674
Maluku Utara ¥=-12.660.253  -1.031.865  -0.05475  0.333725  0.790594 -0.16526
Papua Barat ¥=-13.085.212  -1.035.700  -0.05759  0.336407 0.804787 -0.13709
Papua ¥=-14.027.901  -1.065.660  -0.06436 0.34608  0.825238 -0.07682
Ypapua = - 14.027.901 — 1.065.660 — 0.06436 + 0.34608 + 0.825238 — 0.07682
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Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar 45.3823

persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar -14.027.901 persen yang artinya
jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni
SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol,
maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik
sebesar 14.027.901 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai -
1.065.660 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen,
maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan
Provinsi Papua sebesar 1.065.660 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai
-0.06436 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen
maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan
Provinsi Papua sebesar 0.06436 persen. Kemudian untuk koefisien Angka
Partisipasi Murni  SMA/MA (X3) bernilai 0.34608 yang berarti dengan
meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan meningkatkan
jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar
0.34608 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai
0.825238 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka
akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan
Provinsi Papua sebesar 0.825238 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB
menurut ADHK (X5) bernilai -0.07682 yang berarti dengan meningkatnya

pertumbuhan GDPRB ADHK, maka akan
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menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi

Papua sebesar 0.07682 persen.

abel 5. 41 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥=1.817.328  -0.598362  -0.13894  0.068208 0.726048 -0.20154
Sumatera Utara ¥=-13.146.796 2.039.006  -0.14184  0.268562 0.960973 -0.41174
Sumatera Barat ¥=1.004.027  -0.565129  -0.12985  0.072294 0.731354 -0.16077
Riau ¥=-0.009208  -0.430593 -0.115  0.073873 0.733847 -0.08615
Jambi ¥=0730089  -0.529374  -0.12601  0.072863 0.732066  -0.1414
Sumatera Selatan ¥=0.477534 -0.491222  -0.12221  0.073145 0.732486 -0.12196
Bengkulu ¥=0.829149  -0.519861  -0.12674  0.071973 0.730845 -0.14357
Lampung ¥=0.402946 -0.46826  -0.12068  0.072822 0.732104 -0.11343
Kepulauan Bangka R

Belitung ¥=0.151096  -0.479931 -0.1184  0.074664 0.734668 -0.10503
Kepulauan Riau ¥=03738  -0.508432  -0.12166  0.074308  0.73408 -0.12134
Jawa Barat ¥=0.099968 -0.42969  -0.11614  0.073229 0.732915 -0.09084
Jawa Tengah ¥ =-0.28032 -0.396552 -0.1108  0.074121 0.734611 -0.06536
Daerah Istimewa R

Yogyakarta ¥=-0.148829  -0.394155  -0.11215  0.073318 0.733427 -0.07079
Jawa Timur ¥=-0.772044  -0.357791  -0.10375  0.075184  0.73705  -0.0322
Banten ¥=0252517  -0.446818  -0.11837  0.072961 0.732407 -0.10176
Bali ¥=-096236  -0.337703 -0.1007  0.075298 0.737821 -0.01755
Nusa Tenggara Barat ¥=-1.277.461 -0.321202  -0.09625  0.076077 0.739852 0.002608
Nusa Tenggara Timur ¥=-1.987.516 -0.26843  -0.08477 0.07653 0.744268 0.055314
Kalimantan Barat ¥=-0.415051 -0.453428 -0.1114  0.076923 0.738171  -0.0733
Kalimantan Tengah ¥=-1.054.275 -0.391181  -0.10189  0.077938 0.740829 -0.02763
Kalimantan Selatan ¥=-1.102.352 -0.379489  -0.10085  0.077708 0.740745  -0.0222
Kalimantan Timur ¥ =-1.555.665 -0.376266  -0.09539  0.079739 0.744498 0.000835
Kalimantan Utara ¥=-1.523.543 -0.354928  -0.09484  0.078679 0.743351 0.005237
Sulawesi Utara ¥=-2.548.331 -0.32842  -0.08068  0.081623 0.751729 0.066362
Sulawesi Tengah ¥ =-2.080.602 -0.349526  -0.08776  0.080852 0.7481 0.035113
Sulawesi Selatan ¥=-1.912.411  -0.356214  -0.09016  0.080453 0.746838  0.02449
Sulawesi Tenggara ¥=-2117.372 -0.314796  -0.08556 0.07935 0.747143  0.04758
Gorontalo ¥=-2.364.254 -0.34012  -0.08369  0.081527 0.750379 0.052837
Maluku ¥=-3.113.979 -0.280508  -0.07013  0.080724 0.756226 0.114075
Maluku Utara ¥=-2940.877  -0.315325  -0.07467  0.082222 0.755266 0.092267
Papua Barat ¥=-3.392.172 -0.306599  -0.06777  0.082943  0.76001 0.121071
Papua ¥=-4.219.331 -0.276522  -0.05338  0.082594 0.770995 0.180381

Ypapua = - 4.219.331 - 0.276522 - 0.05338 + 0.082594 + 0.770995 + 0.180381
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Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar 36.53

persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar - 4.219.331 persen yang artinya
jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni
SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol,
maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik
sebesar 4.219.331 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai -0.276522
yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan
menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi
Papua sebesar 0.276522 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai -0.05338
yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan
menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi
Papua sebesar 0.05338 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni
SMA/MA (X3) bernilai 0.082594 yang berarti dengan meningkatnya Angka
Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk
miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.082594 persen. Dan
koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 0.770995 yang berarti
dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan
jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar
0.770995 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai

0.180381 yang berarti dengan meningkatnya
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pertumbuhan GDPRB ADHK, maka akan meningkatkan jumlah persentase

penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.180381 persen.

Tabel 5. 42 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020

Provinsi Model Regresi

Aceh ¥=3.083.673 0.04998  0.231236  -0.926424  0.358252  0.377948
Sumatera Utara ¥=-7.279.562 -0.000294  -0.03608 0.841881  1.068.462  0.217165
Sumatera Barat ¥ =65.269.959 0.04808  0.222619  -0.959197  0.387231  0.378966
Riau ¥ =65.871.650 0.044599  0.207179 -0.96995  0.444317  0.375795
Jambi ¥=65.431.191 0.047225 0.218717  -0.962047  0.401534  0.378081
Sumatera Selatan ¥ =65.466.332 0.046347  0.214763  -0.963079  0.416271  0.377058
Bengkulu ¥ =64.830.838 0.047389  0.219327  -0.953279 0.40003  0.377312
Lampung ¥=65.199.523 0.045985  0.213081  -0.959443  0.422939 0.37623
Kepulauan Bangka A

Belitung ¥ =66.438.458 0.045443  0.211005 -0.977646  0.429157  0.377521
Kepulauan Riau ¥=66.274.103 0.046224  0.214415  -0.974817  0.416562  0.378176
Jawa Barat ¥ =65.432.560 0.044883  0.208291  -0.963451  0.440694  0.375429
Jawa Tengah ¥ =66.104.300 0.043527  0.202647  -0.973917  0.461199  0.375136
Daerah Istimewa A

Yogyakarta ¥=65.541.122 0.043874 0.20397  -0.965596  0.456929  0.374649
Jawa Timur ¥=67.092.169 0.041643  0.195059 -0.98921  0.488841  0.374955
Banten ¥ =65.259.107 0.045429  0.210636  -0.960631 0.43207  0.375723
Bali ¥ =67.356.856 0.040793  0.191657  -0.993486  0.501525  0.374697
Nusa Tenggara R

Barat ¥ =68.201.690 0.039516  0.186777 -1.006.348  0.519179  0.374918
Nusa Tenggara A

Timur ¥=69.699.241 0.036007  0.173544 -1.029.706  0.568236  0.374861
Kalimantan Barat ¥=67.993.894 0.043702  0.203923 -1.001.102  0.454013  0.377947
Kalimantan Tengah ¢ =69.015.069 0.04115  0.193627 -1.017.239  0.491979  0.377031
Kalimantan Selatan ¢ =68.922.717 0.040857  0.192405 -1.016.059  0.496751  0.376689
Kalimantan Timur ¥ =70.669.035 0.03931  0.186761 -1.042.095  0.516419 0.37767
Kalimantan Utara ¥=70.012.393 0.039129  0.185827 -1.032.696  0.520704  0.376786
Sulawesi Utara ¥=73.502.189 0.034764  0.170205 -1.085.254  0.577125  0.378044
Sulawesi Tengah ¥=72.141.243 0.037015  0.178288 -1.064.516  0.547414  0.377842
Sulawesi Selatan ¥=71.622.840 0.037752  0.180961 -1.056.661  0.537669  0.377724
Sulawesi Tenggara ¥ =71.405.556 0.036297  0.175265 -1.054.221  0.559755  0.376704
Gorontalo ¥=73.059.617 0.03574  0.173735 -1.078.403  0.564005  0.378088
Maluku ¥ =74.368.002 0.031124  0.157031 -1.099.321  0.626468  0.377531
Maluku Utara ¥=74.717.189 0.032753  0.163172 -1.103.716  0.602928  0.378315
Papua Barat ¥=76.177.700 0.030331  0.154887 -1.125.833  0.633081  0.378729
Papua ¥=77.339.586 0.024673  0.135032 -1.144.322 0.70366  0.378626
Ypapua =77.339.586 + 0.024673 + 0.135032 - 1.144.322 + 0.70366 + 0.378626
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Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai R? sebesar 35.1963

persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 77.339.586 persen yang artinya
jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni
SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol,
maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik
sebesar 77.339.586 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 0.024673
yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan
meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi
Papua sebesar 0.024673 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai 0.135032
yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan
meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi
Papua sebesar 0.135032 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi
Murni SMA/MA (X3) bernilai -1.144.322 yang berarti dengan meningkatnya
Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase
penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 1.144.322 persen.
Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 0.70366 yang berarti
dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan
jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar
0.70366persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai
0.378626 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GDPRB ADHK, maka
akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan

Provinsi Papua sebesar 0.378626 pe
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DETERMINASI PENDUDUK MISKIN
DESA DAN KOTA DI INDONESIA

6.1 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Persentase Penduduk
Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia
Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi

Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar

27.619.662 serta nilai Fniung Sebesar 6.145.146 > F0,05;6;27(2.474). Hal ini

menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan nilai

sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase pendudukmiskin
sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 6.145.146 persen. Artinya Belanja

Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase pendudukmiskin di

wilayah perdesaan seluruh Provinsi termiskin Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai

dengan hipotesis bahwa apabila nilai Fnit>Fa; 1,df> maka Ho ditolak maka terdapat
pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada tahun 2015 variabel Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai koefisien

sebesar 23.452645 serta nilai Fniwng Sebesar 672.917

> F0,05;6;27(2.474).
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Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan

nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin
sebanyak 23.452645 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 672.917 persen.Artinya Belanja
Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di
wilayah perdesaan seluruh Provinsi termiskin Indonesia pada tahun 2015. Hasil ini
sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai Fnit >Fa, 1,df> maka Ho ditolak maka
terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk
Miskin.

Pada Tahun 2020 variabel Belanja Bantuan Sosial juga berpengaruh
signifikan terhada Persentase Penduduk Miskin. Hal ini bisa kita lihat dari Fhitung
sebesar 6.321561 > F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho ditolak maka terdapat
pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin.
Hasil penelitian ini sejalan dengan landasan teori tentang dampak belanja bantuan
sosial terhadap pengentasan kemiskinan. Menurut LKPD 2015-2019, kemiskinan
disebabkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang rata-rata kurang dari 1persen
dari total belanja daerah, dan cenderung tidak konsisten atau fluktuatif dari tahun
ke tahun. Hal ini juga disebabkan belum terealisasinya belanja bantuan sosial atau
kurangnya penyerapan anggaran. Belanja bantuan sosial gagal terwujud karena
pemerintah pusat dan provinsi melakukan berbagai program jaminan kesehatan dan
jaminan sosial, sehingga mengurangi belanja bansos yang harus diberikan kepada

masyarakat.
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Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia

dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Belanja
Bantuan Sosial pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181.952
serta nilai Fniung Sebesar -0.021837 < F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho diterima
maka tidak ada pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase
Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki
makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka
persentase penduduk miskin sebanyak 30.181.952 persen dan jika seluruh variabel
dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar -0.021837
persen. Artinya Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesiatahun
2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai Fnit >
Fa, 1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial
terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2015 Belanja Bantuan Sosial di wilayah perkotaan juga sama
halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Ho diterima karena nilai Fhitung
sebesar 0.102434 < F0,05;6;26(2.490). Artinya variabel Belanja Bantuan Sosial
tidak berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hasil
penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan Sendouw et al (2017) yang
menghasilkan penelitian bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh pada
kemiskinan. Menurut Sendow et al (2017) menyatakan bahwa “belanja bantuan
sosial yang disediakan pemerintah terhadap penduduk miskin di Kota Manado

gagal meningkatkan taraf hidup orang miskin di Manado”.

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia |94



Menurut Firmansyah (2019) mencontohkan, bahwa penyaluran bantuan sosialtidak

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan manfaat dan
dampak yang diterima sangat rendah dan tidak dapat membantu masyarakat kurang
mampu keluar dari garis kemiskinan, faktor lainnya adalah sulitnya pemerintah
daerah mengidentifikasi masyarakat miskin dan ketepatan penerima bantuan sosial.

Pemerintah tetap harus menjaga belanja bantuan sosial ini meski tidak
mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Bantuan sosial tetap perlu
disalurkan guna membangun jaring pengaman sosial dan mengurangi kemiskinan
ketika masalah sosial muncul atau kenaikan tajam tingkat kemiskinan, seperti di
masa pandemi Covid-19. Menurut Kepala BPS Suhariyanto yang dilansir dalam
media ekonomi.bisnis.com, mengatakan bahwa program bantuan sosial yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat pemulihan
ekonomi akibat dari Pandemik Covid-19 dapat meringankan angka kemiskinan.
Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, karena adanya penyaluran
program bantuan sosial dari pemerintah ini, peningkatan penduduk miskin tidak
setinggi yang diperkirakan.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2020 bahwa variabel
Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai koefisien sebesar 67.831969 serta nilai
Fnitung Sebesar 2.678 > F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho ditolak maka terdapat
pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin.
Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan

nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase
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penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan jika seluruh variabel dianggap

konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 2.678 persen. Artinya
Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk
miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.

Hasil penelitian ini selaras dengan (Sumiarti, 2022) yang mengatakan bahwa
variabel belanja bantuan sosial secara statistik memiliki pengaruh signifikan
terhadap kemiskinan, namun dengan koefisien yang bertanda positif. Secara
ekonomi, tanda positif dari koefisien belanja bantuan sosial memperlihatkan bahwa
kenaikan belanja bantuan sosial 40 mengakibatkan pada kemiskinan yang
meningkat. Hasil ini juga berarti bahwa belanja bantuan sosial di33 provinsi di
Indonesia gagal menurunkan kemiskinan.

Belanja bantuan sosial menjadi salah satu komponen belanja pemerintah tidak
langsung berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal,
belanja bantuan sosial hanya sebagian kecil dari total belanja yang diperuntukkan.
Bahkan, beberapa daerah tidak menyediakan anggaran belanja sosial pada tahun
anggaran tertentu. APBD provinsi yang kecil dan parsial telah menyebabkan fakta
bahwa peran pengeluaran ini dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia belum

terlihat.
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6.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Persentase Penduduk Miskin di

Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Belanja
Modal pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 27.619.662 serta nilai
Fnitung S€besar 6.009 > F0,05;6;27(2.474). Hal inimenunjukkan jika Belanja Modal
memiliki makna setiap perubahan nilai sebesarl persen maka akan mempengaruhi
angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh
variabel dianggap konstan akan diperoleh nilaiBelanja Modal sebesar 6.009 persen.
Artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk
miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis bahwa apabila nilai Frie>Fo., 1,df> maka Ho ditolak maka terdapat
pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin di tahun
2010.

Pada Tahun 2015 Belanja Modal di wilayah perdesaan juga sama halnya
dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Ho ditolak karena nilai Fniwng Sebesar
15.144 > F0,05;6;27(2.474). Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh
signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Begitupun yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia pada
tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel Fixed Gaussisan
menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 2.905.096 serta nilai Fnitung Sebesar
13.280 > F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho ditolak maka terdapat pengaruh

variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin.
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Hal ini menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan

nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase pendudukmiskin
sebanyak 2.905.096 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan
diperoleh nilai Belanja Modal sebesar 13.280 persen. Artinya Belanja Modal
berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa
apabila nilai Fnie>Fo,1,df> maka Ho ditolak maka terdapat pengaruh variabel
Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia,
2022) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap
kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi namun memiliki pengaruh positif yang
artinya peningkatan belanja modal justru mendorong peningkatan kemiskinan, hal
ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwasanya belanja modal
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan
hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal berpengaruh signifikan negatif
terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena padapenelitian justru
ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.

Belanja modal merupakan alokasi dari belanja pemerintah yang digunakan
untuk meningkatkan jumlah asset yang dilakukan dalam satu periode tertentu.
Adapun bentuk asset tersebut yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan
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pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Tentunya belanja ini akan
memberikan kemudahan akses baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun
sosial masyarakat. Sehingga, semakin meningkat belanja modal akan mendorong
peningkatan infrastruktur sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan
menurunkan kemiskinan. Belanja modal tentunya bukan belanja yang difokuskan
untuk memberantas kemiskinan akan tetapi melalui alokasi belanja modal
diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong upaya meningkatan
produktivitas selanjutnya dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Belanja
Modal pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181.952 serta nilai
Fnitung Sebesar 1.860 < F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho diterima maka tidak ada
pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin.Hal ini
menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1
persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak
30.181.952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai
Belanja Modal sebesar 1.860 persen. Artinya Belanja Modal tidak berpengaruh
signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh
Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang
menyatakan apabila nilai Fnit > Fa; 1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh

variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin.
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Hasil penelitian ini selaras dengan temuan yang dilakukan oleh (Sumiarti,

2022) yang menjelaskan bahwa variabel belanja modal secara statistik tidak
signifikan mempengaruhi kemiskinan. Belanja modal menjadi salah satu jenis
belanja langsung yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Termasuk ke dalam kelompok belanja modal adalah pengeluaran untuk
biaya pemeliharaan yang sifathya mempertahankan atau menambah masamanfaat,
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pemanfaatan belanja langsung bisa dalam
bentuk belanja modal untuk jalan, irigasi dan bangunan lainnya. Dalampraktek,
dampak belanja modal dalam bentuk aset tetap belum terhadap peningkatkan
kesejahteran masyarakat belum bisa terlihat dalam jangka pendek atau pada tahun
yang bersangkutan. Dampak kebijakan memerlukan waktu yang cukup (jangka
menengah atau jangka panjang. Kesimpulan yang sama juga terjaditerhadap vaabel
tingkat pengangguran terbuka.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Londa,
2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Nurmansyah, 2016) dan penelitian yang dilakukan (Kamaliah, 2017) yang

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
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Pada Tahun 2015 variabel Belanja Modal di wilayah perkotaan berbeda

dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Ho ditolak karena nilai Friung Sebesar
6.823 > F0,05;6;26(2.490). Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan
terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal serupa juga terjadi di tahun 2020 dengan
hasil regresi menyatakan bahwa variabel Belanja Modal menunjukkan nilai
koefisien sebesar 67.831969 serta nilai Fniwung Sebesar 10.960929 >
F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja
Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja
Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar1l persen maka akan
mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan
jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Modal sebesar
10.960929 persen. Artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun

2020.

6.3 Pengaruh Angka Partisipasi Murni SMA/MA Terhadap Persentase
Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsilndonesia
Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia

dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Angka

Partisipasi Murni SMA/MA pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar

27.619.662 serta nilai Fhiung Sebesar 17.473853 > FO0,05;6;27(2.474). Hal ini

menunjukkan jika Angka Partisipasi Murni SMA/MA memiliki makna setiap

perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan
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mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan

jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni
SMA/MA sebesar 17.473853 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA
berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa
apabila nilai Frit>Fa, 1,df> maka Ho ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka
Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin di tahun 2010.
Pada Tahun 2015 Angka Partipasi Murni SMA/MA di wilayah perdesaan
juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Hpo ditolak karena
nilai Fniwng Sebesar 100.265739 > F0,05;6;27(2.474). Artinya variabel Angka
Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk
Miskin. Begitupun yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia
pada tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel Fixed Gaussisan
menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 2.905.096 serta nilai Fniwng Sebesar
157.868732 > F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho ditolak maka terdapat pengaruh
variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin.
Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni SMA/MA memiliki maknasetiap
perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase
penduduk miskin sebanyak 2.905.096 persen dan jika seluruh variabel dianggap
konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 157.868732
persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap

persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|102



Provinsi Indonesia tahun 2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai

Fhie>Fa, 1,df> maka Ho ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi
Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.
Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Angka
Partipasi Murni SMA/MA pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar
30.181.952 serta nilai Fritung Sebesar -8.194010 > F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho
ditolak maka ada pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap
Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni
SMA/MA memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan
mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181.952 persen dan
jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni
SMA/MA sebesar 8.194010 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA
berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang
menyatakan apabila nilai Fnit > Fa,1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh
variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin.
Pada Tahun 2015 Angka Partipasi Murni SMA/MA di wilayah perkotaan juga
sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Hg ditolak karena nilai
Fhitung Sebesar 21.208677 > F0,05;6;26(2.490). Artinya variabel Angka Partipasi

Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|103



Miskin. Begitupun yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia

pada tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel Fixed Gaussisan
menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 67.831969 serta nilai Fnitung Sebesar
6.989732 > F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho ditolak maka terdapat pengaruh
variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin.
Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni SMA/MA memiliki maknasetiap
perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase
penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan jika seluruh variabel dianggap
konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 6.989732
persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun
2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai Frie>Fa, 1,df> maka Ho
ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap
Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.

Dari penjelasan di atas bahwa variabel Angka Partisipasi Murni SMA/MA
yang terjadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan yaitu sama-sama berpengaruh
siginifikan dan positif terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Walewangko, 2022) yang menjelaskan bahwa
variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
di Kota Manado menandakan bahwa Jika angka partisipasi murni sesuai jenjang
pendidikan dalam hal ini SMA/MA/Sedejarat naik maka tingkat kemiskinan naik

karena berpengaruh positif. Hal ini berbanding
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terbalik dengan teori yang seharusnya negatif sesuai dengan teori Becker (1975)

yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan aset modal manusia yang sangat
berarti pendidikan ini dapat diartikan sebagai investasi yang dapat menciptakan
sumberdaya manusia Yyang berkualitas, meningkatkan keterampilan dan
produktivitas kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan suatu negara.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asnawi (2019) dia meneliti mengenai
APM sesuai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat pada 33 Provinsi di
Indonesia dengan hasil angka partisipasi murni (APM) berpengaruh negatif
terhadap persentase penduduk miskin maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
semakin tinggi APM maka semakin kecil pengaruhnya terhadap persentase
penduduk miskin.

Begitu juga dengan penelitian oleh Pranizty dan Septiani (2021) dengan objek
penelitian 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan hasil penelitian APM sesuai
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat berpengaruh positif dan signifikan.
Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh APM tingkat SMA
terhadap tingkat kemiskinan itu positif dan signifikan. APM menunjukan seberapa
besar penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan usianya sedangkan
kemungkinan besar masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk menempuh
pendidikan sehingga APM yang tinggi belum tentu akan menurunkan tingkat

kemiskinan.
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6.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase

Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsilndonesia

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar
27.619662 serta nilai Fnitung Sebesar 0.334246 < F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho
diterima maka tidak ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka
terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat
Pengangguran Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen
maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619662
persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 0.334246 persen.
Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesiatahun
2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai Fnit >
Fa,1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran
Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ebunoluwa & Yusuf, 2018)
yang menjelaskan bahwa variabel Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) secara
statistik tidak signifikan memengaruhi kemiskinan. Dalam beberapa studi variabel
TPT juga tidak siginifikan mempengaruhi atau justru berpengaruh positif terhadap

kemiskinan. Pengangguran mungkin menjadi salah satu penyebab kemiskinan,
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tetapi kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh pengangguran. Namun, sebagian

studi lainnya menemukan bahwa variabel TPT dengan kemiskinan berhubungan
secara positif. Dalam kasus ini maka pemerintah dapat mengupayakan penciptaan
lapangan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, serta berfokus kepada sektor-
sektor padat karya seperti pertanian dan industri agar dapat menurunkan angka
kemiskinan di Indonesia (Ebunoluwa & Yusuf, 2018).

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai koefisien sebesar 23.452645
serta nilai Fniung Sebesar 8.048300 > F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho ditolak
maka terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap
Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran
Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan
mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 23.452645 persen dan
jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 8.048300 persen. Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka
berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015.

Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perdesaan juga
sama halnya dengan tahun 2015 yang menyatakan bahwa Hg ditolak karena nilai
Fritung Sebesar 6.353928 > FO0,05;6;27(2.474). Artinya variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk

Miskin.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan,

2022) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Apabila tingkat
pengangguran terbuka bertambah, maka tingkat kemiskinan akan semakin
meningkat. Variabel ini menjelaskan Koefisien regresi sebesar 1,785 berarti jika
tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka
tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 1,785 persen. Oleh karena
itu, perlu adanya program pemerintah untuk membantu mereka yang tidak mampu
mencari pekerjaan dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan yang dapat
mengurangi jumlah pengangguran publik dan meningkatkan keterampilan para
pengangguran untuk bekerja dengan dunia usaha.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan memiliki
penyerapan tenaga kerja tertinggi di bidang perhotelan atau perhotelan, sehingga
pemerintah perlu mengadakan kegiatan pelatihan terkait pekerjaan di bidang
pariwisata. Program pemerintah tentu dapat membantu mempercepat penerimaan
pengangguran tanpa kualifikasi khusus. Selain itu, pemerintah perlu memberikan
pelatihan kewirausahaan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat luas dan mengurangi jumlah pengangguran. Organisasi perekrutan juga
perlu lebih sering terjadi tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah
terpencil di Bali. Ini membantu para penganggur untuk mendapatkan pekerjaan
yang mereka inginkan. Program pemerintah yang semakin terbuka untuk
mengurangi tingkat pengangguran terbuka akan dengan mudah menyelesaikan

masalah kemiskinan di Bali.
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Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia

dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar
30.181952 serta nilai Fnitung Sebesar 41.127031 > F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho
ditolak maka ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap
Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran
Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan
mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181952 persen
dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 41.127031 persen.

Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesiatahun
2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai Fnit >
Fa, 1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran
Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Walewangko, 2022) menunjukan bahwa variabel pengangguran berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado menandakan
bahwa variabel pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota
Manado. Semakin tinggi angka pengangguran maka akan semakin tinggi juga
tingkat kemiskinan di Kota Manado, hal ini sama seperti teori yang menyebutkan

bahwa ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga akan
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meningkat dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan

juga akan menurun.

Dalam teori selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena
masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya
adalah miskin. Hal ini diperkuat oleh penelitian Oratmangun, Kalangi dan Naukoko
(2021) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di
Sulawesi Utara mendapatkan hasil yang sejalan dengan penilitian ini dimana
variabel pengangguran positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi
Sulawesi Utara. Semakin turunnnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur
akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak
mempunyai pendapatan.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai koefisien sebesar 13.409502
serta nilai Fritung Sebesar 0.857377 < F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho diterima
maka tidak ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap
Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran
Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan
mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 13.409502 persen
dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 0.857377 persen. Artinya Tingkat Pengangguran
Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di

wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015.
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Hasil penelitian yang terjadi di wilayah perkotaan tahun 2015 sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2022) yang menyatakan bahwa variabel
Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kemiskinan di Provinsi Riau. Dengan nilai koefisien positif artinya bahwa setiap
kenaikan angka pengangguran terbuka maka akan diikuti dengan peningkatan pada
jumlah penduduk miskin. Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan
bervariasi sehingga setiap individu yang memasuki usia kerja harus berusaha
memenuhinya dengan cara bekerja agar mendapat pemasukan dan pendapatan.
Tingkat pengangguran yang naik maka pendapatan turun sehingga akan
menyulitkan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya akan
mengurangi daya beli, produksi dan komsumsi, hal ini akan menurunkan
kesejahteraan dan standar hidup layak sehingga dapat meningkatkan kemiskinan.
Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan juga
sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Ho ditolak karena nilai
Fritung Sebesar 11.687457 > F0,05;6;26(2.490). Artinya variabel Tingkat
Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk

Miskin.
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6.5 Pengaruh Pertumbuhn PDRB Menurut ADHK Terhadap Persentase

Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsilndonesia
Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien
sebesar 27.619.662 serta nilai Fnitung Sebesar 5.164290 > F0,05;6;27(2.474). Hal ini
menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap
perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase
penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap
konstan akan diperolen nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK sebesar
5.164290 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK berpengaruh
signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh
Provinsi termiskin Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa
apabila nilai Fnie>Fa, 1,df> maka Ho ditolak maka terdapat pengaruh variabel
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin di
tahun 2010.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumual,
2016) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti variabel Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dapat menerangkan variabel tidak bebas yaitu tingkat
kemiskinan. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih baik, perlu ditingkatkan

Kemiskinan Multidimensional Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia|112



secara berkesinambungan sehingga tingkat kemiskinan di Kota Manado menurun

pada setiap tahun. Pihak pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus
dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai skala prioritas dalam
upaya menanggulangi tingkat kemiskinan di Kota Manado, dengan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya mendorong jumlah penduduk
miskin di Kota Manado, khususnya dalam memastikan dan mendistribusikan
manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor-sektor di mana penduduk miskin
bekerja terutama dari sektor modern seperti jasa yang padat modal.

Distribusi yang adil dan merata dari hasil Pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) akan berdampak pada terciptanya pembangunan di segala
sektor lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.
Kurangnya Produk akan berdampak pada kesejahteraan pada masalah-masalah
sosial lainnya dari tingkat kemiskinan. Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) merupakan indikator dalam menentukan  keberhasilan
pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat
kemiskinan di Kota Manado. Syarat kecukupannya adalah pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Artinya pertumbuhan PDRB harus menyebar di setiap golongan, termasuk di
golongan penduduk miskin di Kota Manado. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB
di setiap sektor lapangan usaha sangatlah penting dalam mengurangi dan
menanggulangi tingkat kemiskinan di Kota Manado. Namun, berbeda denganhasil
regresi pada tahun 2015 bahwa variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK

menunjukkan nilai koefisien sebesar 23.452645 serta nilai Fniwng SEbesar
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1.336897 < F0,05;6;27(2.474) yang artinya Ho diterima maka tidak ada pengaruh

variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk
Miskin. Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki
makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka
persentase penduduk miskin sebanyak 23.452645 persen dan jika seluruh variabel
dianggap konstan akan diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK
sebesar 1.336897 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak
berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015. Pada Tahun 2020 Pertumbuhan PDRB
Menurut ADHK di wilayah perdesaan juga sama halnya dengan tahun2015
yang menyatakan bahwa Ho ditolak karena nilai Fniwng Sebesar 1.818653 <
F0,05;6;27(2.474). Artinya variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak
berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia
dengan menggunakan fungsi pembobot Kernel Fixed Gaussian, variabel
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien
sebesar 30.181952 serta nilai Fniwung Sebesar 3.629608 > F0,05;6;26(2.490) yang
artinya Hpo ditolak maka ada pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut
ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai
sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin
sebanyak 30.181952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan

diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK
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sebesar 3.6296608 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK

berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan
seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang
menyatakan apabila nilai Fnit > Fo, 1,df> maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh
variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk
Miskin.

Pada Tahun 2015 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayahperkotaan
juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa Hoditolak karena
nilai Fritung S€besar 2.875.751 > F0,05;6;26(2.490). Artinya variabelPertumbuhan
PDRB Menurut ADHK berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk
Miskin.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK menunjukkan nilai koefisien sebesar
67.831969 serta nilai Fnitung Sebesar 0.173211 < F0,05;6;26(2.490) yang artinya Ho
diterima maka tidak ada pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK
terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan
PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen
maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 67.831969
persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK sebesar 0.173211 persen. Artinya
Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak berpengaruh signifikan terhadap
persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesiatahun

2020.
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